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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Tranditerasi iadlah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana €aan bahasa nasionanya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
trandliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan trandliteras yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Trandliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Isslam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu trandliterasi yang didasarkan atas Surat K eputusan
Bersama ( SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik
Indonesia, tanggal 22 Januari 1998 No0.158/1987 dan 0543.b/U/1987,
sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Trandliterasi Bahasa Arab ( A Guide
Arabic Trandliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan
| =Tidak dilambangkan _>=dl

<~ =b b=th

o =t L=dh
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& = ts ¢ = “(koma menghadap ke atas )
T =1 g=on
c =h o=f
¢ =kh é=q
s =d 4=k
5 =dz J=q
P 40 p=m
;) =z O=n
=s 9=W
S =Y »=h
oo = sh S=Yy

Hamzah ( ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabilaterletak di awal
kata maka dalam trandliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabilaterletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma
diatas (*), berbalik dengan koma (“) untuk pengganti lambang “

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”’, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Voka (a) panjang = a misalnyaJs menjadi glla

Vokal (i) panjang =T misalnya smenjadi gila
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Vokal (u) panjang = U misalnyass> menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maa tidak boleh digantikan dengan “i”
melainkan tetap ditulis dengan *iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw’ dan *“ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =5 misalnya)s* menjadi gawlun

Diftong (ay) =¢ misalnya,> menjadi khayrun

D. Ta * marbuthah
Ta’ marbuthah () ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyai.,.d adl. menjadi

al’risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

& 2~, menjadi fi rahmatillah.

E. Katasandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di
tengah-tengah, kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :
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1. Al-Imém a-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masya’ Allah kana wa man lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.
F. Namadan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem trandliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem trandliterasi.
Perhatikan contoh berikut :
“.......Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin
Rails, manyan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka
bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di
berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais”
dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan namanya.
Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama
dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis denga cara

‘Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat.
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ABSTRAK

Nadia, Febry Azka NIM 14210020, 2018. PEMENUHAN HAK-HAK
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF FEMINISME (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Skrips
Jurusan Al-Ahwa Al-Syakhshiyyah, Universitas ISlam Negeri (UIN) Maulana
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Kata Kunci : Hak,Perempuan, KorbanK ekerasan dalam Rumah Tangga

Secara umum hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
terdapat dalam Pasa 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ada 5 poin dalam pasal tersebut mengenal hak-
hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya perlindungan
di setiap lembaga penegak hukum dan lembaga sosial, pelayanan kesehatan.
kerahasiaan identitas, pendampingan disetiap pemeriksaan, serta pembinaan
spiritual. Oleh karenaitu penelitian ini difokuskan mengenai hal-hal apa saja yang
dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi perempuan korban kekerasan
dalam rumah tangga serta problematika yang dihadapi (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak) P2TP2A Kabupaten Maang dalam
memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau
dari kacamata feminisme.

Penelitian ini merupakan penelitin yuridis empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian ini editing,
classifying, verifying, analysing, dan concluding.

Hasil pendlitian ini menyebutkan bahwa hak-hak perempuan kekerasan
dalam rumah tangga yaitu pendampingan dari P2TP2A Kabupaten Malang pada
lini litigass meliputi pendampingan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan,
namun klien P2TP2A tidak mendapatkan pendampingan dari advokat. Selain itu
di lini non litigasi yaitu terjamin identitas kerahasiaannya, dan layanan lain seperti
dampingan psikolog, medico legal, trauma healing, shelter/ rumah aman,
dampingan psikiater serta layanan kesehatan sesuai kebutuhan klien. Sedangkan
yang menjadi problematika pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan
dalam rumah tangga terdapat pada kliennya sendiri yang tidak mau move on dan
tidak ada keterbukaan dengan pihak P2TP2A sendiri sehingga ada pendekatan
khusus yang dilakukan oleh pihak P2TP2A seperti istri harus mempunyai posisi
dan peran yang setara dalam membangun rumah tangga, ini termasuk pendekatan
feminisme liberal. Selanjutnya jika istri bercerai harus fight tanpa meminta hak
nafkah, ini termasukfeminisme marxis. Kemudian istri harus mandiri secara
ekonomi, ini tergolong feminisme sosiais. Dan yang terakhir harus ada kasih
sayang antara suami istri meskipun berbeda peran, ini termasuk feminisme
sosidis.

XX

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



ABSTRACT

Nadia, Febry Azka. NIM. 14210020, 2018. THE FULFILLMENT OF
WOMEN’S RIGHTS OF VICTIMS DOMESTIC VIOLENCE |IN
FEMINISM PERSPECTIVE (Study at Integrated Service Center for Women
and Children Empowerment (P2TP2A) Malang Regency). Undergraduate
Thesis from The Departement of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. The Faculty of
Syaria, Iamic State University of Maang. Advisor: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Key Words : Rights, Women’s, VictimsDomestic Violence,

In general women’s rights of victims domestic violence are contained in
the article 10 of Law Number 23 of 2004 about Abolition of Domestic Violence.
There are 5 points in the article on the rights of women’s victims domestic
violence, they are protection in every law enforcement and social enforcement
agencies, health services, secrecy of identity, accompaniment in each
investigation, and spiritual coaching. Therefore this research is focused on what
things are done by Integrated Service Center for Women and Children (P2TP2A)
Malang Regency in fulfilling women’s victims domestic violence and the
problems are faced by Integrated Service Center for Women and Children
(P2TP2A) Malang Regency in fulfilling women’s victims domestic violence in
the view of feminism perpsective.

This research is empirical research with approach of sosiology of law.
Primary data sources in this study are interviews and documentation. While the
method of data processing in this research is editing, classifying, verifying,
analysing, and concluding.

The results of this study stated that women’s rights of victims domestic
violence is a mentoring from P2TP2A Malang Regency in the litigation line
includes Police assistance,Prosecutors, and Courts, but the clients of P2TP2A
Malang Regency do not get counseling from advocates. On the other hand, in the
non litigation are guaranteed identity, and othes services such as assisted
psychologists, medicolegal, trauma healing, shelter, assisted psuchiatrists and
healthcare services in accordance with the client’s needs. While the problematic
of the fulfillment of the women’s rights victims domestic violence in their clients
who do not want to move on and no openness with parties P2TP2A so there is a
specia approach done by the parties P2TP2A such as the wife must have an equal
position and role in building a household this includes the approach of liberal
feminism. Furthermore if divorced wife must fight without asking for aliving, this
includes marxist feminism. Then the wife must be independent economically , this
includes marxist feminism. And lastly, there must a love between husband and
wife decpite has different roles each other, thisincludes socialis feminism.

XXi
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BAB |
PENDAHUL UAN
A. Latar Belakang

Perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan
ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan sebagai the
second-class citizen.

Doktrin yang menyebutkan bahwa perempuan sebagai the second-class
citizendalam konteks dalam rumah tangga yang mana perempuan
korbannygjika ditarik dari garis sgjarah sudah terjadi sgak dahulu sebelum
Isam datang di Arab, misanya sga ada budaya-budaya Arab yang

mendeskritkan perempuan yaitu Istibdha’, poliandri, maghtu, badal, dan
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shighar®. Notif sejarah juga mencatat bahwa Umar Bin K hattab sebelum masuk

Islam pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup.

e Gl b Ll S g Ol sl Ll L sl a Y adaldl 3 LS

‘Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum

perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru

menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas

kami. 2

Salah satu penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya
interpretasi gjaran agama yang keliru, misalnya sgja di dalam a-Qur’an

menyebutkan

@}o}o -

NSl

“Dan pukullah mereka™

Jka kata pukullah mereka ini diinterpretasikan tidak secara

komprehensif, maka orang akan beranggapan bahwa Islam melegitimasi dan

"Istibdha’ yaitu seorang suami meminta pada istrinya supaya berjima’ dengan lelaki yang
dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Selama
isteri bergaul dengan lelaki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjima’ dengan isterinya
sebelum terbukti isterinya hamil.

Poliandri yaitu dengan cara beberapa laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan. Ketika
perempuan itu hamil lalu melahirkan anak, maka si perempuan mengumpulkan semua laki-laki
yang pernah berhubungan dengannya. Setelah mereka berkumpul, maka perempuan tesebut
menunjuk salah seorang dari mereka sebagai ayahnya, dan laki-laki tersebut tidak boleh menolak.
Maghtu yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia.

Badal yaitu tukar menukar isteri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan untuk memuaskan
seks dan tehindar dari kebosanan.

Shighar yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki
tanpa mahar. ( diambil dari buku Alaiddin Koto (ed), Sgarah Peradilan Idam, (Jakarta:
RajaGrafindo, 2012), 27.

’Di kutip dari Husein Muhammad, Figh Perempuan. Refleks Kias Atas Wacana Agama dan
Gender (Y ogyakarta: LkiS, 2001), 23.

’QS. An-Nisa (4): 34
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melanggengkan kekerasan fisik terhadap isteri. Padaha pemukulan ini adalah
sebagai ultimum remedium bagi isteri yang nusyuz, jika setelah dinasehati
dan pisah ranjang tidak berhasil. Di dalam surat yang ada perintah untuk

berbuat baik kepadaisteri.
Syl g5 Lo

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut™*

Selain faktor interpretasi garan agama yang keliru, penyebab lain
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarkhi. Yaitu
adanya peran suami yang lebih dominan dibandingkan anggota keluarga yang
lain, hal ini dikarenakan adanya konstruk sosial budaya yang terdoktrin dalam
masyarakat bahwa menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum
perempuan.

K ehidupan rumah tangga yang memang bersifat privat dan tidak perlu
diumbar-umbar inilah yang menyebabkan jika terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga yang mana perempuan dan anak yang menjadi korbannya
mendiamkan sgja pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya
pengakuan bersalah dari pelaku tersebut. Maka sebagai bentuk tanggung
jawab pemerintah lahirlah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk melindungi hak-hak korban
kekerasan dalam rumah tangga, yang mana disebutkan bahwa hak-hak korban

kekerasan dalam rumah tangga yaitu :°

*QS. An-Nisa (4): 19
*Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan K ekerasan dalam Rumah Tangga

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan peetapan perintah perlidungan dari pengadilan

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis

Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantaun hukum pada setiap

tingkat proses pemeriksaan sesua dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dan

e. Pelayanan bimbingan rohani.

oo

Sebagaimana disebutkan dalam konsiderans UU Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa
korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan perempuan, harus
mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan
terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan
yang merendahkan dergjat dan martabat manusia.

Tentunya hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga juga harus dikawal dengan baik oleh semua pihak yang terkait.
Maka sebagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah, kewenangan
penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya di  Kabupaten Malang
lahirlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Maang sebagai amanat Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Pemilihan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Maang sebagai objek penelitian karena Kabupaten
Malang merupakan representasi dari masyarakat Jawa Timur, yang mana ada

arekan, matraman, tapal kuda, danabangan. Selain itu lokasi kantor yang luas,
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lokasinya mudah dijangkau dan akses informasi yang cepat juga menjadi
adasan lain penditi memilih Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Maang merupakan lembaga yang concern terhadap
penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini terlihat dari data
yang peneliti peroleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang yang menyebutkan bahwa kekerasan
dalam rumah tangga terhadap perempuan sangat fluktuatif. Misalnya sgja data
menyebutkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 74 kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak, di tahun 2014 ada 116 kasus, tahun 2015 terdapat 101
kasus, tahun 2016 terdapat 107kasus, dan di tahun 2017 ada 100 kasus,
kemudian per Maret 2018 ada 19 kasus.®

Namun lebih jauh peneliti perlu menédliti lebih jauh hal-hal apa sgja
yang dilakukanPusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak korban kekerasan
dalam rumah tangga, mengingat yang menjadi korban adalah perempuan
dimana hak-hak perempuan sering diabaikan karena adanya kesenjangan
gender yang terjadi di masyarakat.

Lebih jauh kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat karena
adanya konstruk sosial budaya di masyarakat yang sudah terbentuk dan sulit

untuk mengubah doktrin tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti

®LLaporan tahunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Malang
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menggunakan feminisme sebagal pisau analisis, dikarenakan feminisme adalah
gerakan yang memiliki pandangan untuk mengakhiri penindasan dan
eksploitasi terhadap perempuan. Mengingat bahwa kebanyakan yang menjadi
korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dalam artian isteri.
Feminisme diperlukan untuk pembelaan perempuan yang masih mengalami
ketertindasan, kekerasan dan eksploitasi. Sehingga dengan adanya feminisme
akan membawa pengaruh terhadap perubahan kaum perempuan dan fungsinya
sebagal perempuan, ibu, maupun istri.
B. Batasan Masalah
Mengingat pembahasan yang cakupannya sangat luas dan agar tidak
mengalami salah dalam interpretasi serta pelebaran dalam pembahasan, maka
peneliti membatasi masalah yang terkait dengan judul yaitu, Pemenuhan Hak-
Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif
Feminisme yang dilakukan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Maang.
C. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini
adalah :
1. Bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam
rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Malang ?
2. Bagamana problematika pemenuhan hak-hak perempuan korban
kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A dan upaya yang dilakukan

perspektif feminisme di P2TP2A Kabupaten Malang?
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. Tujuan Penulisan
Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk
mencari jawaban atas rumusan masalah yang ada, yaitu :
1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan
korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana problematika pemenuhan hak-hak
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya yang

dilakukan perspektif feminismedi P2TP2A Kabupaten Malang.

. Manfaat Pendlitian

1. Manfaat Teoretik
Secara teoretik penelitian ini diharapkan ikut memperkaya khazanah
pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan
dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang terdekat. Sebagai
bahan wacana, sumbangan teori bagi masyarakat, pemerintah,
akademisi, lembaga swadaya masyarakat, instansi terkait, dan pihak-
pihak yang bersangkutan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pendliti
Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai pemenuhan
hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang

dilakukan oleh lembaga bentukan pemerintah daerah vyaitu
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P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak ) Kabupaten Maang perspektif feminisme.
b. Bagi Masyarakat
Sebagai informasi kepada masyarakat luas, jika ada keluarga,
saudara, tetangga atau sigpapun yang mengalami  kekerasan
khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga,
bagaimana bentuk-bentuk pemenuhan hak yang diperoleh mereka
sebagal korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh
P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak ) Kabupaten Maang perspektif feminisme.
c. Bagi Lembaga Terkait
Sebagai bahan informas terhadap lembaga terkait, jika
diadakan pembinaan dan pelatihan. Maka penelitian ini dapat
menjadi salah satu bahan informasi.
F. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka pendliti jelaskan
mengenai judul yang akan dibahas sebagai berikut :

Pemenuhan : Proses, cara, perbuatan memenuhi.” Pemenuhan
disini berarti hak-hak apa sga yang diperoleh
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Dimana hak-hak tersebut diatur dalam regulasi-

regulasi yang penulistulis di bagian kajian pustaka.

"Https://kbbi.web.id/pemenuhandiakses 25 Mei 2018

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Hak

Perempuan

KDRT

Feminisme

: Milik, kepunyaan.® Hak disini berarti hal-hal apa
sgja yang diperoleh perempuan korban kekerasan
kekerasan dalam rumah tangga.

(Orang) manusia yang mempunyai puki, dapat
mensturasi, melahirkan anak, dan menyusui.® Maka
yang dimaksud perempuan disini yaitu wanita yang
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
dalam artian isteri.

. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis
dan atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan
atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.*°

: Feminisme adalah gerakan yang berangkat dari
asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada
dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta harus ada
upaya mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian

tersebut.™

®Https.//kbbi .web.id/hakdiakses 25 Mei 2018

*Https://kbbi.web.id/perempuandiakses 25 Mei 2018

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga

"Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2006),

79.
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P2TP2A . Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak merupakan wadah pelayanan
pemberdayaan perempuan dan anak tindak
kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia
berbasis masyarakat™

G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam memahami isi skrips ini, penulis
membagi dalam beberapa bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya

[Imiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik lbrahim Malang. Adapun

sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan

sebagal berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab | merupakan pendahuluan, dimana dalam bab ini
terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, batasan
masalah, rumusan masaah, tujuan penulisan, definisi
operasiona dan sistematika pembahasan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya pada bab Il yaitu tinjauan pustaka yang berisi
penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Dimana dalam
kajian pustaka ini membahas mengenai kekerasan terhadap
perempuan dalam rumah tangga,bentuk-bentuk kekerasan

terhadap perempuan,pola relasi hubungan suami istri, hak-

“Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak K abupaten Malang
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hak yang didapat perempuan korban kekerasan dalam
rumah tangga, hak-hak perempuan dalam Islam, serta
konsep feminisme.

BAB Il : METODE PENELITIAN
Bab 11l merupakan metode penelitian yang memuat jenis
penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode
penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab 1V yang merupakan pembahasan dan hasil
penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenal
visi, mis, dasar hukum, peranan dan layanan P2TP2A
(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak) Kabupaten Malang dalam menangani perempuan
korban kekerasan dalam rumah tangga dengan andlisis
pandangan feminisme.

BABV : PENUTUP
Selanjutnya pada bab V yang merupakan penutup berisi
kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dan saran ini

menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab I.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pendlitian Terdahulu

Untuk mengetahui |lebih jelas mengenai penelitian ini, maka sangat
penting untuk mengkaji penelitian dalam penelitian yang serupa dan telah
ditulis terlebih dahulu. Penelitian yang terdahulu dilakukan dalam bentuk
skripsi, diantaranya :

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Al-Machi Ahmad dengan
judul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Maang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

12
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Kekerasan”®. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan locus penelitian
dengan apa yang penulis teliti, yaitu sama-sama meneliti tentang lembaga
yang menaungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yaitu
P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Kabupaten Malang. Kemudian yang menjadi fokus penelitian juga
mengenai kekerasan dalam rumah tangga, penelitian yang dilakukan oleh
Al-Machi Ahmad terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini fokus peneliti juga
terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam
penelitian ini peneliti menggunakan feminisme sebagai perspektif.
Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Machi Ahmad
mengenai peran P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) Kabupaten Maang ada tiga lini, yaitu lini
pencegahan, lini pendampingan, dan lini rehabilitasi dan reintergrasi.
Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sidig Aulia dengan
judul.“Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogkayarta 2012-

2014."Persamaan pendlitian yang dilakukan oleh Sidiq Aulia dengan

BAl-Machi Ahmad, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Skripsi, UIN Maulana Madlik lbrahim
Malang, 2014.

“Sidiq Aulia, Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Seman
Yogkayarta 2012-2014, Tesis.UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2014.
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penelitian ini adalah sama-sama meneliti upaya dari lembaga bentukan
daerah terhadap hak-hak yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah
tangga.Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan
penelitian Sidiq Aulia adalah jika yang menjadi fokus penelitian ini hanya
perempuan sgja, dalam artian istri maka yang menjadi fokus penelitian
Sidiq Aulia adalah perempuan dan anak.Selanjutnya dalam penelitian ini
menggunakan feminisme untuk menganalisis pendekatan yang dilakukan
oleh lembaga bentukan daerah, dalam artian P2TP2A Kabupaten Malang.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Aulia menyebutkan bahwa
upaya yang dilakukan oleh BKBPMPP Sleman terdiri dari penyediaan
informasi dan layanan kesehatan seperti sosialisass UU Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
pendampingan korban dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti rumah
aman, konseling, dan reintegrasi sosial. Selain itu BKBPMPP Sleman juga
membangun kerjasama yang melibatkan pemerintah di tingkat desa, dan
disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Dedi Risfandi dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Tindak
Pidana Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”.*>Persamaan penelitian
yang dilakukan oleh Dedi Risfandi dengan penelitian ini yaitu sama-sama

meneliti mengenal hak-hak yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah

“Dedi Risfandi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Tindak Pidana
Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.
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tangga. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh Dedi Risfandi yaitu, jika dalam penelitian
ini meneliti sebuah lembaga bentukan daerah dalam memenuhi hak-hak
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan
feminisme sebagal aat perspektifnya, maka penelitian yang dilakukan
oleh Dedi Risfandi lebih difokuskan kepada ranah pidana atau jalur litigasi
yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh Dedi Risfandi menyebutkan bahwa bentuk
perlindungan yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga
diserahkan kepada lembaga lain seperti Pusat Pelayanan Terpadu dan
Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan Aparat Penegak Hukum banyak
mengalami  problematika dalam menangani korban kekerasan dalam
rumah tangga, seperti korban tidak hadir dalam persidangan, aat bukti
tidak cukup, BAP di Kepolisian tidak lengkap, dan korban memilih
menarik laporannya dengan alasan menjaga keutuhan keluarga.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Muhammad Busyrol Fuad
dengan judul : Reformulas Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam
Hukum Keluarga di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender
dalam Pembaharuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”.
Persamaan penelitian yang dilakukan Muhammad Busyrol Fuad dengan
penelitian ini adalah sama-sama meneliti hak-hak dalam rumah tangga,
baik suami maupun istri.Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah,

jika penelitian yang dilakukan Muhammad Busyrol Fuad dalam tataran
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normatif, maka yang menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.
Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Busyrol
Fuad hanya membandingkan peraturan satu dengan peraturan lain,
sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang lembaga bentukan daerah
dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga. Namun ada sedikit kemiripan antara penelitian ini dengan
penelitian Muhammad Busyrol Fuad, jika penelitian ini menggunakan
feminisme sebagal adat analisis, maka Muhammad Busyrol Fuad
melihatnya dari sisi gender.Dimana feminisme lahir karena adanya bias
gender. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Busyrol
Fuad menyebutkan bahwa ada beberapa pasal dalam UU Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang masih bias gender, diantaranya dalam Pasal
31 ayat (3) , Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2). Maka dapat disimpulkan
bahwa hak-hak suami istri masih terdapat bias gender karena ada dua
faktor yaitu salah satu konstruksi yang digunakan penyusunan UU adalah
fikih klasik, sedangkan faktor kedua yaitu latar belakang sosiokultural para
legislator yang memprakarsai penyusunan dan perancangan UU.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Sri Jarwati dengan judul
“Advokasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Peran Koalis Perempuan Indonesia (KPI) Kota Salatiga

Tahun 2010-2015)”.° Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri

'°Sri Jarwati, Advokas Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
Peran Koalis Perempuan Indonesia (KPI) Kota Salatiga Tahun 2010-2015), Skripsi. IAIN
Salatiga, 2016.
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Jarwati yaitu sama-sama membahas kekerasan terhadap perempuan dan
anak korban kekerasan dalam rumah tangga, namun fokus penelitian ini
hanya terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh
Sri Jarwati dengan penelitian ini adalah jika penelitian Sri Jarwati yang
menjadi locusnya adalah lembaga independen, maka yang menjadi locus
penelitian adalah lembaga bentukan pemerintah daerah dengan
menggunakan feminisme sebagai aat perspektifnya. Dari hasil penelitian
yang dilakukan oleh Sri Jarwati yang dilakukan di KPI (Kodlisi
Perempuan Indonesia) Kota Salatiga dalam mengadvokasi perempuan dan
anak korban kekerasan dalam rumah tangga bekerja sama dengan pihak-
pihak lain yang berkaitan, diantaranya Bapermas (Badan Pemberdayaan
Masyarakat) Kota Salatiga, LBH Apik Semarang, dan UPBH-UKSW.
Selanjutnya KPI (Koalis Perempuan Indonesia) Kota Salatiga dalam
mengadvokasi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga
belum maksimal dalam menjalankan perannya karena ada beberapa
hambatan, diantaranya kurangnya peran pemerintah dalam mendukung
peran KPI (Koalis Perempuan Indonesia) Kota Salatiga, keterbatasan
Sumber daya manusia, minimnya informasi mengenai keberadaan KPI
(Koadlisi Perempuan Indonesia) Kota Salatiga, serta sarana dan prasarana

yang belum berfungsi efektif.
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Perbandingan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian dalam Skripsi

I ni

Y ogyakarta 2012-2014

No Nama Judul Kesimpulan

1. | Al-Machi Ahmad Peran Pusat Pelayanan | Hasil penelitian yang
mahasiswa Fakultas | Terpadu Pemberdayaan | dilakukan oleh Al-Machi
Syariah UIN Perempuan dan Anak Ahmad yaitu, peran
MaulanaMalik (P2TP2A) Kabupaten P2TP2A (Pusat Pelayanan
Ibrahim Malang Malang Pasca Terbitnya | Terpadu Pemberdayaan
2014 PerdaNomor 3 Tahun | Perempuan dan Anak )

2009 tentang Kabupaten Malang ada

Perlindungan tiga macam diantaranya

Perempuan dan Anak pencegahan,

Korban Kekerasan pendampingan, dan
rehabilitasi& reintegrasi.
Sedangkan yang menjadi
kendaladalam
penanggulangan
perempuan korban
kekerasan dalam rumah
tangga yaitu faktor
keterbatasan sumber daya
manusia dan sumber dana
yang dianggarkan terlalu
kecil.

2. | SidigAulia Penanganan Kasus Dari hasil penelitian yang
Mahasiswa Program | Kekerasan Dalam dilakukan oleh  Sidiq
Pascasarjana Jurusan | Rumah Tangga Aulia menyebutkan
Al-Ahwal Al- (KDRT) Badan bahwa upaya yang
Syakhshiyyah UIN Keluarga Berencana dilakukan oleh
Sunan Kalijaga Pemberdayaan BKBPMPP Sleman terdiri
Y ogyakarta Masyarakat dan dari penyediaan informas
2014 Pemberdayaan dan layanan kesehatan

Perempuan seperti sosidisass  UU
(BKBPMPP) di Nomor 23 Tahun 2004
Kabupaten Sleman tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, pendampingan
korban dengan
memberikan fasilitas-
fasilitas seperti  rumah
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aman, konseling, dan
reintegrasi sosial. Selain
itu BKBPMPP Sleman
juga membangun
kerjasama yang
melibatkan pemerintah di
tingkat desa, dan
disesuaikan dengan
kearifan lokal yang ada.

Dedi Risfandi
Mahasiswa Fakultas
[mu Hukum
Universitas
Hasanuddin Tahun
2014

Perlindungan Hukum
Terhadap Perempuan
Korban Kekerasan
Tindak Pidana Dalam
Rumah Tangga di Kota
Makassar

Dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh  Dedi

Risfandi menyebutkan
bahwa bentuk
perlindungan yang
diperoleh korban

kekerasan dalam rumah
tangga diserahkan kepada
lembaga lain seperti Pusat
Pelayanan Terpadu dan
Lembaga Bantuan
Hukum, sedangkan Aparat
Penegak Hukum banyak
mengalami  problematika
dalam menangani korban
kekerasan dalam rumah
tangga, seperti  korban
tidak hadir dalam
persidangan, alat bukti
tidek cukup, BAP di
Kepolisian tidak lengkap,
dan korban  memilih
menarik laporannya
dengan aasan menjaga
keutuhan keluarga.

Muhammad Busyrol
Fuad

Mahasiswa Double
Degree Fakultas
Syariah UIN
Maulana Malik
Ibrahim Malang
dengan Fakultas
Hukum Universitas

Reformulasi Norma
Hak dan Kewagjiban
Suami Istri dalam
Hukum Keluarga di
Indonesia (Sebuah
Upaya
Pengarusutamaan
Gender dalam
Pembaharuan UU

Dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh
Muhammad Busyrol Fuad
menyebutkan bahwa ada
beberapa pasal dalam UU
Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang
masih bias gender,
diantaranya dalam Pasal
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Brawijaya Tahun
2015

Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

31 ayat (3) , Pasal 34 ayat
(1), Pasdl 34 ayat (2).
Maka dapat disimpulkan
bahwa hak-hak suami istri
masih terdapat bias gender
karena ada dua faktor
yaitu salah satu konstruksi
yang digunakan
penyusunan UU adalah
fikih klasik, sedangkan
faktor kedua yaitu latar
belakang sosiokultural
paralegislator yang
memprakarsal penyusunan
dan perancangan UU.

Sri Jarwati
mahasiswa Fakultas
Syariah IAIN
Salatiga Tahun 2016

Advokasi  Perempuan

dan Anak Korban
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Studi
Peran Kodlis

Perempuan  Indonesia
(KPI) Kota Sdatiga
Tahun 2010-2015)

Hasi| pendlitian yang
dilakukan oleh Sri Jarwati
yaitu peran yang
dilakukan KPI Salatiga
dalam mengadvokas
perempuan dan anak
korban kekerasan dalam
rumah tangga bekerja
sama dengan pihak-pihak
terkait, diantaranya
Bapermas (Badan
Pemberdayaan
Masyarakat) Kota
Salatiga, LBH Apik
Semarang, dan UPBH-
UKSW. Sedangkan dalam
menjalan perannya KPI
(Koalisi Perempuan
Indonesia) Kota Salatiga
belum maksimal karena
ada beberapa hambatan
yaitu peran pemerintah
dalam mendukung peran
KPI (Koalisi Perempuan
Indonesia) Kota Salatiga,
keterbatasan Sumber daya
manusia, minimnya
informasi mengenai
keberadaan KPI (Kodlisi
Perempuan Indonesia)
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Kota Salatiga, serta sarana
dan prasarana yang belum
berfungs efektif.

B. Kerangka Teori
1. Kekerasan Terhadap Perempuan Serta Bentuk-Bentuknya

Kekerasan terhadap perempuan adalah setigp perbuatan
berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual,
psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan
kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.*’

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan
terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian
fisikk, psikis, ekonomi, maupun penelantaran serta tindakan tersebut
menjadikan hak-hak asasinya sebagal perempuan tidak dapat diperoleh
secara penuh.

Di dalam Pasal 2 Deklaras PBB tentang Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan
terhadap perempuan sebagai berikut :

a.  Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam
keluarga, termasuk termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas

perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang

YPasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan , dikutip dari
Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Rl Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPl FHUI), Pedoman Mengadili
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan
Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018) 22.
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berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan,
perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman
tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami isteri, dan
kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

b. Kekerasan secara fisik, seksua dan psikologis yang terjadi dalam
masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual,
pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-
lembaga pendidikan, dan sebagainya.

c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau

dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Dari ketiga bentuk-bentuk kekerasan menurut deklarasi PBB tentang
Penghapusan kekerasan terhadap perempuan diatas, maka dapat
dikategorikan bahwa perempuan dapat menjadi korban kekerasan di tiga
tempat, yaitu ranah domestik atau rumah tangga, ranah publik atau
lingkungan masyarakat, dan ranah negara. Maka yang peneliti fokuskan
adalah kekerasan dalam ranah domestik atau rumah tangga.

Selanjutnya di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menjelaskan
mengenai bentuk-bentuk kekerasan.'®

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a Kekerasan fisik;

b. Kekerasan psikis;
C. Kekerasan seksudl,

¥Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan K ekerasan dalam Rumah Tangga
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d. Penelantaran rumah tangga
Selanjutnya mengenai penjabaran mengenai  kekerasan fisik,
kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga
diperinci pada pasal selanjutnya.
Pasal 6'°
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit, atau
luka berat
Pasal 7%°
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
Pasal 8%
Kek_era_san seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢
2 dg)eligaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9%

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup
rumah tangganya, padahal menurut hukum yang Dberlaku

Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan K ekerasan dalam Rumah Tangga
?Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan K ekerasan dalam Rumah Tangga
*'Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan K ekerasan dalam Rumah Tangga
?’Pasal 9UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan K ekerasan dalam Rumah Tangga
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baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada
orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku
bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergatungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang
layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di
bawah kendali orang tersebut.

2. Sebab-Sebab Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah
Tangga

Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Perempuan selalu sgja
memposisikan dirinya sebagai objek kekerasan dari orang terdekat. Namun
ada beberapa faktor yang melatarbel akangi kekerasan terhadap perempuan,
diantaranya® :

a. Budaya patriarkhi. Budaya ini meyakini laki-laki adalah superior
dan perempuan adalah interior sehingga laki-laki dibenarkan untuk
menguasai dan mengontrol perempuan.

b. Interpretasi yang keliru atas garan agama. Sering garan agama
yang menempatkan laki-laki sebaga pemimpin diinterpretasikan
sebagal pembolehan mengontrol dan menguasai istrinya.

c. Pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh dalam
lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul/kasar kepada
ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya
kelak.

3. PolaHubungan Suami Istri dalam Perkawinan

Jika melihat lebih jauh sebab-sebab kekerasan terhadap perempuan
dalam rumah maka dapat dikorelasikan dengan pola hubungan suami istri
dalam perkawinan yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga. Pola-pola hubungan tersebut yaitu® :

a Owner Property

Pola perkawinan owner property adalah istri milik suami
sebagai mana bentuk property lainnya. Tugas suami adalah mencari

ZElli N Hashianto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi,
(Bandung:Mizan, 1999),193-194.
*Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Press, 2012), 159.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



25

nafkah, tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan
anak-anak, tugas-tugas kerumahtangaan. Pola relasi ini bersifat
hierarkis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri atas kontrol
sosialnya. Dari sudut pandang teori pertukaran, pola relasi ini
menempatkan suami sebagai penyedia nafkah istri, sedangkan istri
berkewgjiban melayani suami meski tidak dikehendaki agar istri
mendapat pengakuan dari lingkungannya sebagai istri yang baik.
Suami memiliki power dalam menentukan perjalanan rumah
tangganya, kehidupan pribadi istri di bawah control suami, perintah
suami wajib ditaati.
b. Head Complement

Pola head complement menempatkan istri sebaga
pelengkap kehidupan suami. Suami istri membagi tugas bersama
daam batas-batas tertentu, suami berperan memberikan kasih
sayang, memberikan nafkah batin, dukungan emosi, pengertian,
komunikasi terbuka dan pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu
rumah tangga penyedia makanan, pakaian, dan perlengkapan
rumah tangga yang diperlukan keluarga. Secara subtantif istri juga
sebagal pendamping suami yang memberikan support pekerjaan
untuk kemajuan karier suami.
c. Senior Junior Partner

Pola perkawinan senior junior partner, pada posisi ini istri
masih menjadi bagian pelengkap suami namun sudah menjadi
teman. Istri dianggap sebagal pemcari nafkah tambahan disamping
suami pencari nafkah utama. Istri memiliki kekuasaan dalam
mengatur penghasilannya dan pengambilan keputusan namun
suami tetap memiliki kekuasaan lebih besar dari istri.
d. Equal Partner®

Pada pola perkawinan equal partner, tidak ada posisi yang
lebih tinggi atau rendah di antara suami dan istri. Istri mendapat
hak dan kewgjiban yang sama untuk mengembangkan diri
sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan
suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian
istri bisa menjadi pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri
lebih tinggi dari suami. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi
istri adalah supaya mandiri secara penuh.

®Kiki zakiah, Jurnal Mediator: Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami-Istri Perspektif
Sosiologi Keluarga, h.302.
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4. Hak-Hak Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga
Dli ddam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat hak yang diperoleh secara rinci
yang diperoleh korbannya, yaitu :
Pasal 10

Korban berhak mendapatkan® :

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya
baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan
korban

d. Pendampingan oleh pekerja sosia dan bantuan hukum pada
setigp tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan

e. Pelayanan bimbingan rohani.

5. Hak-hak Perempuan dalam Islam
Agama Islam adalah/ agama yang sempurna, agama yang mengatur

seluruh tingkah laku umatnya bahkan dalam hal sekecil apapun, termasuk
mengatur hak-hak perempuan secara tersendiri. Hak-hak perempuan dalam
|slam yaitu®":
a. Hak Perempuan dalam Pendidikan dan Pengajaran

Kaum perempuan diwajibkan menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan

dalam Hadits Nabi SAW :

?*Di dalam Konsiderans UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam
rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau
perlakuan yang merendahkan sergjat dan martabat kemanusiaan.

*’Huzaemah Tahido Y anggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),
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Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim

Hadits ini mencakup pengertian kaum muslimat, sebagaimana
kesepakatan ulama, meskipun kata muslimat tidak dicantumkan di dalamnya.

Islam tidak mengingkari kecerdasan perempuan, mereka tidak dihalangi
jika memasuki profesi, seperti guru, dosen, dokter, penguasaha, hakim,
menteri, dan sebagainya Dengan syarat perempuan tadi mempunyal
kemampuan untuk tetap menjalankan syariat Isam dan mampu mengatur
urusan rumah tangganya, harus adaizin dan persetujuan dari suaminya.
b. Hak Perempuan Atas Harta

Isam menghapus tradiss yang diberlakukan perempuan berupa
pelarangan atau pembatasan untuk membelanjakan harta yang mereka miliki
dan kesewenang-wenangan suami terhadap harta istri. ISsam menetapkan hak
pemilikan dari pembelanjaan atas harta bagi kaum perempuan.
c. Hak Perempuan Atas Warisan

Isam memberikan hak kewarisan kepada kaum perempuan. Selain
pemilikan harta dan kewarisan, Islam juga menetapkan pula bahwa perempuan
berhak mendapat wasiat, bahkan kaum perempuan memiliki penuh atas mahar
darim suaminya, meskipun mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

Isam memberikan hak waris kepada kaum perempuan seperti

tercantum dalam al-Qur’an :
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Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua
da kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.?®
d. Hak Perempuan untuk Memilih Calon Suami
Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya
dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali
menikahkan secara paksa anak gadis dan saidara perempuannya dengan orang
yang mereka tidak sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan
calon suami sebagai suatu kezaliman karena disamping melanggar hak asasi
kaum perempuan, juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara
keluarga pihak perempuan dengan pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan
dalam perkawinan.
e. Hak Perempuan untuk Mendapat Perlakukan Baik
Diantara hak perempuan dalam perkawinan ialah untuk mendapat
perlakuan baik dari suami dalam pergaulan hidup rumah tangga. Perlakuan

yang baik adalah meliputi tingkah laku, tindakan sopan santun yang harus

dilakukan oleh suami terhadap isteri. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an

**QS.An-Nisa (4): 77
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Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi
perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan
mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang
telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan
perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut
cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)
karena boleh jadi jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan kebaikan yang banyak padanya. %
6. Feminisme
Dalam buku Encyclopedia of Feminism, yang ditulis Lisa Tuttle pada
tahun 1986, feminisme dalam bahasa Inggrisnya feminism, yang berasal dari
bahasa Latin femina (woman), secara harfiah artinya “having the qualities of
females”. Istilah ini awalnya digunakan menunjuk pada teori tentang
persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan
womanism pada tahun 1980-an. adalah Alice Rossi yang menelusuri
penggunaan pertama kali istilah ini tertulis, yaitu dalam buku *“The
Athenaeum”, pada 27 April 1985”.%
Mansour Fakih menjelaskan bahwa feminisme adalah gerakan dan

kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya

»QS. An-Nisa (4): 19
*Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme
(Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), 8.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



30

ditindas dan di eksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan
eksploitasi tersebut.*

Aliran besar dalam feminisme::

a Feminisme Liberal

Feminisme liberal mulai berkembang pada abad ke 18, di dasari pada
prinsip-prinsip liberalisme, yaitu semua orang (laki-laki dan perempuan)
dengan kemampuan rasionalitasnya diciptakan dengan hak yang sama dan
setigp orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan
dirinya.* Feminisme liberal mengisyaratkan bahwa manusia baik laki-laki dan
perempuan adalah sama, seimbang, dan serasi dihadapan publik. Laki-laki
memiliki kekhususan tertentu, begitu pula dengan perempuan. Namun, tidak
boleh dijadikan suatu alasan untuk melakukan penindasan.

Aliran ini dinamakan feminisme liberal karena memiliki perhatian
khusus tentang pentingnya kebebasan individu tentang hak-hak yang didapat
dan kewajiban yang dilakukan. Y akni setiap individu perempuan atau laki-laki
memiliki hak-hak yang harus dilindungi dari penindasan, sehingga perhatian
utama dari aliran ini adalah tentang persamaan hak, khususnya hak-hak
perempuan.

Feminisme liberal juga melihat sumber penindasan bagi perempuan
karena belum terpenuhinya hak-hak perempuan, seperti diskriminasi hak,

kesempatan, dan kebebasan hanya karena berjenis kelamin perempuan. Namun

*'Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2006),
79.

*Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme
(Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), 16.
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aliran ini tetap menolak persamaan secara keseluruhan antara laki-laki dan
perempuan. Dalam beberapa hal, airan ini masih tetap memandang perlu
adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang berhubungan
dengan fungsi reproduksi. *

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan perempuan
bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan perempuan
di sektor domestik dikampanyekan sebaga hal yang tidak produktif dan
menempatkan perempuan pada posis sub-ordinat. Budaya masyarakat
Amerika yang materealistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan
indivualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Perempuan-perempuan
tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak bergantung lagi pada
pria

Aliran ini juga berangapan bahwa tidak harus dilakukan perubahan
struktural secara menyeluruh namun cukup melibatkan perempuan di dalam
berbagai peran. Salah satu tokoh aliran feminisme libera adalah Mary
Wollstonecraft

Mary Wollstonesraft lahir pada tanggal 27 April 1759 di Hoxton,
Inggris. Wollstonecraft dikenal sebagai seorang penulis, filsuf, dan tokoh
feminisme liberal pada akhir abad ke-18. Sebagai seorang feminis,
Wollstonecraft memperjuangkan hak-hak perempuan agar memiliki hak setara

dengan kaum laki-laki di bidang politik, pendidikan, dan lapangan pekerjaan,

3Syarif Hidayullah, Teologi Feminisme, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2010), 13.
*Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, (Y ogyakarta: LSPAA, 1994), 112.
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Sehingga kaum perempuan tidak hanya terkurung di dalam rumah mengerjakan
pekerjaan yang bersifat motherhood sgja dan sekedar alat untuk instrumen
untuk kesenangan, kebahagiaan, dan kesempunaan kaum laki-laki.*® Sehingga
Wollstonecraft mengemukaan ketidaksetujuannya terhadap pandangan publik
kala itu yang mengatakan kondisi alami perempuan menyebabkan perempuan
kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik yang setara dengan laki-

|aki.
Inti dari pemikiran feminisme liberal adalah :*

1). Memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita diluar, dari pada
di dalam keluarga.

2). Memperluas kesempatan dalam pendidikan dianggap sebaga cara paling
efektif melakukan perubahan sosial.

3). Pekerjaan-pekerjaan wanita, semisal perawatan anak dan pekerjaan rumah
tangga dipandang sebagai pekerjaan tidak trampil yang hanya
mengandalkan tubuh, bukan pikiran rasional.

4). Perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki
melalui penguatan perwakilan wanita di ruang-ruang publik. para feminis
liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang
memperjuangkan kepentingan wanita.

5). Berbeda dengan para pendahulunya, feminis liberal saat ini cenderung lebih
sgjalan dengan model liberalisme kesgahteraan dan egalitarian yang
mendukung sistem kesgjahteraan negara (welfare state) dan meritokrasi.

b. Feminsime Marxis
Feminisme marxis berlandasakan pada teori konfliknya Karl Max tentang
kepemilikan pribadi. Bagi Marx kepemilikan pribadi akan menimbulkan

kehancuran pada sistem keadilan dan kesamaan kesempatan yang pernah

**Naning Pranoto, Her Story: Sejarah Perjalanan Payudara (Y ogyakarta: Kasinun, 2010), 84.
**M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Y ogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 19.
*Edi Suharto, Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial, Teras Depan, hal. 9.
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dimiliki masyarakat. Dari kepemilikan tersebut sgjatinya menciptakan sistem
kelas yang eksploitatif.

Dalam pandangan airan feminisme marxis, Penindasan perempuan
adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. persoaan
perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme.® Lebih
jauh dalam pandangan feminisme marxis daam keluargapun tercermin
sistem private property, yakni kepemilikan suami atas keluarganya. Suami
adalah cerminan kaum borjuis yang menguasai nafkah dan materi dari
keluarga, sehingga memiliki kekuasaan dan posisi yang kuat dalam keluarga
dibanding istri dan anak-anak yang ditempatkan menjadi kaum proletar.*

Selanjutnya menurut aliran ini dalam keluarga di tempatkan hanya dalam

sektor domestik untuk mengurus rumah tangga. perempuan dalam rumah
tanggapun dalam pekerjaannya tidak diperhitungkan dalam perhitungan
ekonomi, sosia, politik. dengan tidak adanya nilai ekonomis, sosial, dan politik
dalam kehidupan berumah tangga maka perempuan dianggap tidak memiliki
pekerjaan yang ekonomis dan memberi masukan nafkah kepada keluarga. Oleh
karena itu, perjuangan feminisme marxis adalah menuntut pekerjaan rumah
tangga dihargai dan bernilai ekonomis. Sebab pekerjaan rumah tangga adalah
produktif dan menciptakan. Surplus value atau nilai tambahan dalam
kehidupan rumah tangga. Dengan cara ini, laki-laki dan perempuan

berkedudukan sama, karena secara ekonomis keduanya mempunyai pekerjaan

*Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2006),
86.

*Susanti, Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad, Skripsi, ( Surabaya: UIN Sunan
Ampel Surabaya, 2014), hal. 59
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yang sama nila ekonomis®® Jika kapitalisme tumbang maka stuktur
masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan perempuan dihapus.**

Salah satu tokoh feminisme marxis adalah Margaret Benston. Margaret
Benston lahir di Inggris padatanggal 16 Juni 1865. Dalam pandangan Benston
perempuan harus diberi pekerjaan yang bernilai ekonomis dalam ranah publik,
tetapi apabila tugas rumah tangga masih dibebankan sepenuhnya kepada
perempuan maka ha ini akan menambahn beban pekerjaannya. Sehingga
feminis marxis memiliki solusi lainnya, yaitu pekerjaan rumah tangga tidak
dilakukan secara sendiri oleh perempuan melainkan dilakukan secara bersama-
sama atau pembagian tugas pada anggota rumah tangga *?

c. Feminisme Sosiais

Feminisme sosialis berangkat dari ketidakpuasan terhadap gagasan
feminisme marxis atas kecenderungan marxis yang menganggap bahwa
penindasan terhadap perempuan jauh di bawah pentingnya penekanan terhadap
kerja. Bagi feminisme marxis sangat erat hubungan antara partisipas kaum
perempuan dalam produks dan untuk meningkatkan status kaum perempuan.
Oleh karenannya penindasan kaum perempuan adalah bagian eksploitasi kelas

dalam cara produksi. Mereka cenderung lebih mengidentifikas struktur kelas

**A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: Penerbit buku K ompas, 2010), 149-150
*"Mufidah Ch (ed), Isu-1su Gender Kontemporerdalam Hukum Keluarga, (Malang: UIN Press,
2010), 46.

*M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Y ogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 26.
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dan bukan gagasan biologi sebagai penyebab utama penindasan terhadap
perempuan.®®

Inti dari pemikiran feminisme sosialis adalah:

1). Wanita tidak dimasukkan dalam analisis kelas, karena pandangan bahwa
wanita tidak memiliki hubungan khusus dengan alat-alat produksi.
Karenanya, perubahan alat-alat produksi merupakan ‘necesarry condition’
meskipun bukan “sufficient condition’, dalam mengubah faktor-faktor yang
mempengaruhi penindasan terhadap perempuan.

2). Menganjurkan solusi untuk membayar perempuan atas pekerjaannya yang
dia lakukan di rumah. Status sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya
sangat penting bagi berfungsinya sistem kapitalis.

3). Kapitaisme memperkuat sexism, karena memisahkan antara pekerjaan
bergaji dengan pekerjaan rumah tangga (domestik work) dan mendesak
agar perempuan melakukan pekerjaan domestik. Akses laki-laki terhadap
waktu luang, pelayanan-pelayanan personal, dan kemewahan-kemewahan
telah mengangkat standar hidupnya melebihi perempuan, karenanya adal ah
laki-laki sebagai anggota sistem patriarkal, bukan hanya cara-cara
ekonomi kapitalism yang diuntungkan oleh tenaga kerja perempuan.

d. Feminisme Radikal

Feminisme radikal berkembang sekitar tahun 1960-an. pemikiran dari
feminisme radikal yakni mengakar dan menghendaki adanya perombakan pada
suatu sistem. Sumber masalah bagi aliran feminisme radikal adalah ideologi
patriarkhi, yakni bentuk organisasi rumah tangga di mana ayah adalah tokoh
dominan dalam rumah tangga, menguasai anggotanya, dan menguasai
reproduksi rumah tangga.*®

Bagi diran ini, penindasan pada perempuan sgjak awal adalah karena
peran dominas laki-laki atas perempuan. Sistem kekuasaan pada keluarga

merupakan bagian kecil dari penindasan dan menyebabkan keterbelakangan

Rosemarie Pytnam Tong, Feminist Thought: Pengantar PalingKomperhensif kepada Aliran
Utama Pemikiran Feminisme, (Y ogyakarta: Jalasutra, 2009), 174-175.

*Edi Suharto, Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial, Teras Depan, hal.15.

“Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme
(Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), 20.
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perempuan. Hal ini mengindikasikan penindasan terhadap perempuan terjadi
karena sistem seks atau gender. Sehingga untuk dapat dikualifikasikan sebagai
seorang feminis radikal, maka seorang feminis harus yakin bahwa sistem seks
atau gender adal ah penyebab fundamental dari penekanan perempuan. *°

Menurut feminisme radikal, ayah dalam keluarga adalah pembuat
semua keputusan penting. ldeologi dan sistem ini tidak hanya telah
melestarikan superioritas kaum laki-laki atas perempuan, namun juga telah
menciptakan keistimewaan laki-laki atas ekonomi.*’ Sehingga aliran ini
menggugat ayah sebagai kepala keluarga, bahkan menolak Ilembaga institusi
keluarga.

Feminisme radikal juga mempercayai pada pentingnya otonomi dan
gerakan perempuan. Perempuan dapat menolak perkawinan atau memilih tidak
menggunakan alat kontrasepsi.*® Suami tidak harus menjadi kepala rumah
tangga dalam pandangan aliran ini. Bahkan keluarga tidak harus didefinisikan
sebagal organisasi yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, melainkan bisa terdiri
atas ibu dan anak. Kehadiran ayah tidak menjadi keharusan. Dalam posis
inilah praktik-praktik aborsi dihalalkan, disamping itu aliran ini juga
memandang bahwa mengandung dan melahirkan adalah hak prerogatif seorang

perempuan dan perempuan berhak menentukan sikap untuk menolak.*

**Rosemarie Pytnam Tong, Feminist Thought: Pengantar PalingKomperhensif kepada Aliran
Utama Pemikiran Feminisme, (Y ogyakarta: Jalasutra, 2009), 69.

M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Y ogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 22.
*susanti, Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2014), hal.55

*Engkos Kosasih, dkk (ed), Membincangkan Feminisme, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 6.
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Salah satu tokoh airan feminisme radikal adalah Kate Millett. Kate
Millett memiliki nama lengkap Katherine Murray Millett, lahir di St. Paul
Minnesota pada tanggal 14 September 1934. Kate Millett dikenal sebagai
seorang tokoh feminis radikal lewat bukunya Sexual Politics pada tahun 1970.
Daam bukunya tersebut, Millett mengatakan bahwa seks adalah politik.
Artinya hubungan perempuan dalam masyarakat dengan laki-laki adalah
hubungan politik. Politik disini bukan dalam artian partai atau legidlatif,
melainkan hubungan yang didasari pada struktur kekuasaan, yakni suatu
kelompok manusia yang dikendalikan oleh manusia lain. Lebih lanjut dalam
buku tersebut, kelompok manusia yang menguasai laki-laki. Di mana laki-laki
mengontrol perempuan adalah patriarkhi dan lembaga yang melegalkannya
adalah keluarga.

Ideologi patriarkhi, menurut Millett membesar-besarkan perbedaan
biologis laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu
memiliki peran maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu memiliki
peran yang subordinat dan feminin. Sehingga menurutnya untuk
menghilangkan penguasaan oleh laki-laki harus menghapuskan gender,
terutama status, peran, dan tempramen seksual. *°

Inti dari pemikiran feminisme radikal adalah :>*

1). The personal is political adalah slogan yang kerap digunakan oleh feminis
radikal. Maknanya bahwa pengalaman-pengalaman individua wanita

mengenai ketidakadilan dan kesengsaraan yang oleh para wanita dianggap
sebagal masalah-masalah personal, pada hakekatnya adalah isu-isu politik

**Rosemarie Pytnam Tong, Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran
Utama Pemikiran Feminisme, (Y ogyakarta: Jalasutra, 2009),
*'Edi Suharto, Teras Depan: Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial, hal. 12.
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yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan
perempuan.

Memprotes eksploitasi perempuan dan pelaksanaan peran sebagai istri,
ibu, dan pasangan sex laki-laki, serta menganggap perkawinan sebagai
bentuk formalisasi pendiskriminasian terhadap wanita.

Menggambarkan sexism sebagai sistem sosial yang terdiri dari hukum,
tradisi, ekonomi, pendidikan, lembaga keagamaan, ilmu pengetahuan,
bahasa, media massa, moralitas seksual, perawatan anak, pembagian kerja,
dan interaksi sosial sehari-hari. Agenda tersembunyi dari sistem sosia itu
adalah memberi kekuasaan laki-laki melebihi perempuan.

4). Masyarakat harus diubah secara menyeluruh. Lembaga-lembaga sosia

yang paling fundamental harus diubah secara fundamenta pula. Para
feminis radikal menolak perkawinan bukan hanya dalam teori, melainkan
sering pula dalam praktek.

5). Menolak sistem hierarkis yang berstrata berdasarkan garis gender dan

kelas, sebagaimana diterimaoleh feminisliberal.

e. Feminisme dalam Islam

Pemikiran feminisme dalam Islam dipelopori oleh beberapa tokoh seperti

Fatima Mernisi, Riffat Hasan, serta Asghar Ali Engineer.>? Akar permasalahan

feminisme Islam adalah patriarkhi, yang asa mulanya adalah dari konsep

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, dan juga konsep

penciptaan perempuan. Misalnya sgja mengenal penciptaa hawa dalam al-Qur’an.

/:// c” I °}/°Q.f - Z ‘< y O}/if/ - ° ror oo x 0 8 0rr oo - /°§/ a://
Wﬁyé&wj%\yﬁﬂ))jﬂb}\%}ﬁﬁjp\;gL;,ejf,\_,d)
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Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan ke;ebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

*>Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2006),

96.

>QS. Al-lsra(17): 70
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Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baikya dan yang

memulai penciptaan manusia dari tanah.>*

Namun pada perkembangannya, pembahasan asal-usul perempuan
semakin memanas sgja dan tidak hanya ayat diatas yang dijadikan rujukan utama

melainkan surat an-Nisa
Jory Lage Cu g Loy Lot Gl 5 80y il e oSGl () (S 1680 W0 Lol
L3, oSCle 08 &1 ployWily o OgJsls (ol 1,281y sy 18

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak, dan bertakwal ah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu.>

Menurut Riffat Hasan, feminis muslim tidak setuju bila nafs wahidah
dipastikan Adam. Karena baik kata nafs maupun kata zauj bersifat netral, tidak
menunjukkan jenis kelamin tertentu. Bagi Riffat, adam itu belum tentu laki-laki,
bukan anak sendiri. Dengan demikian, Adam itu belum tentu laki-laki. Bahkan
Riffat juga menilai penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam. Untuk

menguatkan pendapatnya Riffat mengemukakan tiga argumentasinya. Pertama,

*'QS.As-Sgjdah (32): 7 dan QS Ar-Rahman(55): 12
*QS. An-Nisa(4) : 1
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min dalam ayat tersebut menunjukkan jenis yang sama, yang artinya Hawa
diciptakan dari “jenis yang sama” dengan Adam yaitu tanah. Kedua, semua Hadits
tentang Hawa dari tulang rusuk Adam, kata Riffat adalah dha’if, baik dari segi
sanad maupun matan. Ketiga, cerita tentang penciptaan Hawa tercipta dari tukang
rusuk Adam tidak lebih dari dongeng-dongeng dan Perjanjian Lama yang pernah

masuk dalam tradisi 1slam dan asimilasinya dalam kepustakaan hadits.

Selanjutnya menurut Riffat Hasan, sumber utama adanya subordinasi
kaum perempuan berasal dari bagaimana cara menafsirkan surat An-Nisa ayat 1
dan hadits tentang penciptaan hawa daari tulang rusuk Adam. Sebab logikanya
apabila Hawa diciptakan dari bagian diri Adam, dan Adam adalah laki-laki maka

secara material perempuan merupakan bagian subordinat dari 1aki-laki.

Riffat juga menyebutkan tiga asums teologis yang dikena dari kaum
Yahudi, Kristen, dan Islam, yang menyebabkan superioritas laki-laki atas
perempuan. Pertama, makhluk utama Tuhan adalah laki-laki, bukan perempuan.
Karena perempuan adalah makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk Adam,
maka secara ontologisnya perempuan adalah makhluk derivatif dan nomor dua
Kedua, perempuan adalah penyebab jatuhnya laki-laki dari surga. Ketiga,

perempuan tidak hanya diciptakan dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki.*®

*®Syafiq Hasan, Hal-Hal yang Terpikirkan Tentang Isu-Isu Kerempuanan dalam Islam, (Bandung:
Mizan, 2011), 48.
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METODE PENELITIAN

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah langkah yang dilakukan
secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman untuk mendapatkan
pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
tertentu. Maka apabila seorang peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan
penelitian, sebelumnya perlu memahami metode dan sistematika penelitian.
Tanpa metode atau metodologi, seorang pendliti tak akan mungkin mampu
menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-

masal ah tertentu untuk mengungkap kebenaran.®’

*’Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: Ul Press, 1986),13.

41
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1. JenisPenedlitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian
sosiologis. Penelitian hukum sosiologis bertitik tolak dari data primer atau
data dasar yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama
dengan melalui penelitian lapangan.®® Perbedaan dengan penelitian hukum
normatif adalah, dalam penelitian hukum normatif sumber pertamanya
adanya bahan hukum primer. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris, maka perolehan datanya berasal dari lapangan, yaitu
melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Ada beberapa jenis dalam penelitian hukum yaitu Penelitian
terhadap identifikasi hukum dan penelitian efektivitas hukum. Maka dalam
penelitian ini merupakan bagian dari efektivitas hukum. Dimana dalam
efektivitas hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu
berfungs dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum/ peraturan itu sendiri,
petugas / penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh
penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.*

Jika dikorelasikan dengan penelitian ini maka kaidah hukum/
peraturan yaitu semua regulasi yang mengatur mengenai perlindungan
anak dan perempuan korban kekerasan yang sudah peneliti tulis dalam
bagian kajian pustaka. Sedangkan yang menjadi petugas / penegak hukum

dalam hal ini adalah yaitu instansi Kepolisian, Kegjaksaan, dan Pengadilan.

*®Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.
*Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), 31.
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Sedangkan mengenai sarana/fasilitas yang digunakan berarti upaya
yang dilakukan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) Kabupaten Maang dalam memenuhi rumah tangga
hak-hak perempuan korban kekerasan dalam tinjauan hukum nasiona
perpsektif feminisme. Kemudian mengenai mengenai  kesadaran
masyarakat yaitu bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai regulasi-
regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan
anak.

Selanjutnya dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk
melakukan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.
Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau
mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang
akan diteliti.*° Sudah dituliskan oleh peneliti dalam bagian pendahuluan
mengenai data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani
oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak) Kabupaten Malang.

Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan, menjelaskan,
mendeskripsikan, dan menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan
oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
Kabupaten Maang dalam memenuhi hak-hak perempuan korban

kekerasan dalam rumah tangga perspektif feminisme.

®Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, 8.
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2. Pendekatan Pendlitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris,
maka pendekatan penelitian yang digunakan tentunya berbeda dengan
pendekatan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris
yang menjadi fokus kajiannya pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum
empiris meliputi pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi
hukum, dan pendekatan psikologi hukum. ®*

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang
menganalisis tentang bagaimana reaks dan interaksi yang terjadi ketika
sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga
daam pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini dikonstruksikan
sebagal suatu perilaku masyarakat yang aek, terlembagakan serta
mendapat legitimasi secara sosial. ® Maka pendekatan penelitian yang
peneliti gunakan adalah penelitian sosiologi hukum.

Dalam skripsi ini, peneliti mendeskripsikan mengenai upaya Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Maang dalam memenuhi hak-hak perempuan korban
kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu peneliti mengandlisis nya
menggunakan feminisme, dimana konsep feminisme berasums bahwa

perempuan berhak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki.

®'Salim HS, dan Erlies Sepriana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, (Jakarta; Sinar Graika, 2013), 23.

*>Mukti Fajar ND dan Y ulianto Achmad dalam Salim HS, dan Erlies Sepriana Nurbani, Penerapan
Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 23.
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3. Lokas Pendlitian

Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan dalam rumah tangga Perspektif feminisme ( Studi
di P2TP2A) Kabupaten Malang ini dilakukan di kantor P2TP2A (Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten
Malang di jalan Nusa Barong Nomor 13 Malang. Pemilihan locus
penelitian di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) Kabupaten Maang sudah peneliti sebutkan di
bagian latar belakang.
4. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subyek adalah cara yang digunakan untuk
menentukan subyek dalam penelitian. Dalam hal ini metode penentuan
subyek, peneliti menggunakan non-probabilitas sampling. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Snhow-ball sampling, yaitu
peneliti memilih responden secara berantai. Jika pengumpulan data dari
responden ke-1 sudah selesai, peneliti meminta agar responden ke-2, lalu
yang ke-2 juga memberikan rekomendas untuk respon ke-3, dan
selanjutnya. Proses bola saju ini berlangsung terus sampai peneliti
memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan.®

Daam menerapkan Snhow-ball sampling yang peneliti lakukan,
peneliti pertama melakukan wawancara kepada responden bernama Ibu

Umi Khorirotin, kemudian ibu Umi Khorirotin menunjuk kepada Ibu

®Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2014)33.
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Zuhro Rosyidah. Selanjutnya lbu Zuhro Rosyidah menunjuk lbu Fuji
Astuti, dan kemudian Ibu Fuji menunjuk Ibu Ana.

5. Jenisdan Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Di dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu :
a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan.®* Dimana
peneliti memperoleh data-data penelitian berasal dari 1bu Zuhro Rosyidah
sebagai Konselor di P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Umi Khororotin
sebagal Konselor P2TP2A Kabupaten Malang dan lembaga yang sering
dan aktif menangani klien P2TP2A Kabupaten Malang korban kekerasan
dadam rumah tangga. Dimana dalam metode pengumpulan datanya,
peneliti menggunakan metode wawancara (tanya jawab). Tanya jawab
dilakukan pendliti untuk memperoleh data mengenai upaya apa sgja yang
dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Maang dalam memenuhi hak-hak
perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif

feminisme.

®Salim HS, dan Erlies Sepriana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, 25.
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Tabel 2

Nama Sumber Data Primer

No Nama Jabatan

1. | Zuhro Rosyidah Konsdor P2TP2A  Kabupaten
Malang

2. | Umi Khorirotin | Konselor  P2TP2A  Kabupaten

Nasichah Maang

3. | Fuji Astutik Psikolog/ Dosen UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

4. | AnaFerdina Laboran Fakultas Psikologi UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

Dari jumlah responden 4 orang ini, telah mewakili jumlah anggota
konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
(P2TP2A ) Kabupaten Maang yaitu 4 orang, maka jika dipresentasikan
sebanyak 50 %. Sedangkan dari narasumber dari Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bentuk triangulasi data
dan atas saran serta rekomendasi dari konselor Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua. Data
sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan
seterusnya.® Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-

buku, laporan, jurnal, skripsi yang berhubungan mengenai kekerasan

®Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 12.
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dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Adapun buku-buku,

laporan, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah

tangga tidak peneliti tuliskan secara spesifik dikarenakan penelitian ini

bukan penelitian literer (kepustakaan).
6. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umunmya dikena tiga jenis aat

pengumpulan data, yaitu wawancara atau interview, observasi, dan
dokumen atau bahan pustaka. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan
masing-masing atau bersama-sama®® Namun di dalam penelitian ini
peneliti hanya menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu
wawancara dan studi dokumentasi.

a Wawancara

Wawancara adalah suatu proses mendapatkan informasi dengan
cara bertanya langsung kepada responden.’” Dalam ha ini peneliti
melakukan wawancara kepada Ibu Zuhro Rosyidah sebagai konselor
P2TP2A Kabupaten Malang dan Ibu Umi Khorirotin Naschihah sebagai
Konsedlor di P2TP2A Kabupaten Maang, dan bebergpa Dosen atau
Psikolog dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik lbrahim Malang
yaitu Ibu Fuji Astutik dan Ibu Ana Ferdina, seorang laboran Fakultas
Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Daam pendlitian ini bentuk wawancara yang peneliti gunakan

adalah wawancara sistematik. Pewawancara mempersigpkan pedoman

*¢Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 21.
®|rawati Singarimbun, Metode Penelitian Survey, (Jakarta:L P3ES, 1989), 193.
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tertulis mengenai apa sgja yang hendak ditanyakan kepada responden.
Pedoman wawancara tersebut peneliti susun menjadi daftar pertanyaan,
mulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden hingga hal-hal
yang lebih kompleks.
b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Sebagian besar data yang
tersedia adalah bentuk-bentuk surat, catatan harian, kenang-kenangan,
laporan, dan sebagainya. Dokumen resmi dibagi menjadi 2 macam, yaitu
dokumen resmi dan dokumen resmi intern.%®

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen resmi yaitu data
kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang mulai
dari tahun 2012- Maret 2018.

c. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya, apabila semua data telah terkumpul yaitu tahap
pengolahan data. Pengolahan data dan analisis data merupakan babakan
yang amat penting dalam penelitian. Bagaimanapun aktivitas sebelumnya,
jika pada pengolahan dan analisis data ini kurang dihayati dan dikerjakan
dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya kurang memuaskan.®® Secara
sederhananya, pengolahan data digunakan untuk mengklasifikasikan dan

menyederhakan data agar mudah dipahami oleh pembaca.

**Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013),154.
®Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, 72.
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Tahapan-tahapan yang digunakan peneliti dalam mengolah data,
yaitu :
a. Pemeriksaan data (Editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah penelitian kembali terhadap
hasil-hasil wawancara, berkas-berkas, dan dokumen-dokumen yang
peneliti peroleh. Dalam hal ini peneliti berusaha meneliti kembali data-
data yang sudah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder.
Adapun mengenai kegunaan proses editing ini adalah untuk
menemukan kelengkapan data yang peneliti perlukan, sehingga apabila
ditemukan kekurangan dan kesalahan peneliti dapat kembali
mengunjungi lokasi penelitian guna melengkapi data.

b. Klasifikas (Classifying)

Setelah tahap editing selesai, langkah selanjutnya adalah klasifikasi
data. Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data, dimana
pengelompokan ini disesuaikan berdasarkan kategori tertentu, baik
catatan hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang peneliti peroleh.
Selanjutnya peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah
dalam mengolah data, di samping itu peneliti juga mengelompokkan
data-data sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Adapun tujuannya
untuk mempermudah peneliti maupun pembaca untuk memahami

penelitianini.
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c. Veifikas (Verifying)

Verifikas adalah mengoreksi kembali data-data yang sudah
terkumpul untuk mengetahui keabsahan data serta mengecek kembali
kebenaran data agar data yang diperoleh dapat diketahui keakuratannya.
Dalam tahap ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulas
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data yang diperoleh untuk menemukan validitas data hasil
penelitian. Peneliti melakukan triangulasi dengan Dosen atau Psikolog
dan laboran dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik lbrahim
Malang.

d. Anaisis (Analysing)

Tahap selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data dapat
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif maupun metode
kuantitatif. Dalam analisis data menggunakan metode kualitatif,
terdapat ciri-cirinya yaitu : data yang terkumpul tidak berupa angka-
angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sudah diukur
dengan angka, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara
dan pengamatan.”

Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa

data kualitatif. Karena data yang terkumpul tidak berupa angka, dan

"*Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, 78.
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daam pengumpulan datanya peneliti  menggunakan pedoman
wawancara.

e. Pembuatan Kesimpulan (Concluding)

Di dalam metode ini peneliti ini membuat kesimpulan dari data-
data yang diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah pendliti
lakukan, baik wawancara maupun studi dokumentasi.Proses analisis dan
penafsiran menurut suatu kajian yang terdisiplin, wawasan kreatif, dan
perhatian yang teliti terhadap tujuan evaluasi. Analisis adalah proses yang
membawa bagaimana data diatur, mengordinasikan apa yang ada dalam
sebuah pola.

Pada tahap ini peneliti akan berusaha menjawab dan memaparkan
rumusan masalah serta menganalisis data yang ada sumber datanya yaitu
sumber data primer dan data sekunder. Kemudian peneliti mengkaji
ulang dan membandingkan dengan data sebelumnya sehingga dapat
dianalisis secara menyeluruh dan dapat menghasilkan titik temu pada

penelitian ini.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang
1. Deskripsi tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) K abupaten Malang™
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A ) Kabupaten Maang adalah lembaga berbasis masyarakat
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Pusat Pelayanan

""http://p2tp2a-malangkab.org diakses 25 Mei 2018
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Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) Kabupaten
Malang.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A ) Kabupaten Maang beranggotakan multi stakeholder
pemerhati perempuan dan anak baik dari unsur pemerintah maupun
non pemerintah. Lembaga ini melakukan layanan advokas bagi
perempuan dan anak dari kelompok rentan perempuan dan anak
rentan kekerasan.

2. Dasar Hukum
a Peraturan Daerah Provins Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Juklak
c. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban K ekerasan
d. Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Cara Kerja Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
3. Vis
a. Menjadikan perempuan dan anak Kabupaten Malang berdaya
saing, cerdas sehat, berakhlaqul karimah dan terhindar dari tindak

kekerasan
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Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas sekitar yang sehat

bagi tumbuh kembang anak.

4. Mis

a

Menjadikan kelembagaan P2TP2A sebagal pusat informasi gender
dan anak

Memberikan pelayanan terpadu dan sebaga lembaga medias
(tempat pelayanan antara) pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta
perlindungan anak

Menjain kerjasama kemitraan antara pemerintah,
lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan
perempuan dan anak

Membangun mekanisme dialog, komunikasi, dan kemitraan antara

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

5. Tujuan

Tujuan lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap

terwujudnya  kesetaraan dan  keadilan  gender  dengan

mengintergrasikan strategi PUG (pengarusutamaan gender) dalam

berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi peran

dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan

perlindungan anak di Kabupaten Malang.
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6. Tugas Pokok

Pusat pelayaan terpadu pemberdayaan perempuan merupakan
wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis
masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki bagian-
bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang
menjadi fokus untuk ditangani yaitu perempuan dan anak di wilayah
Kabupaten Malang.

. Fungsi

a. Memfasilitas penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat
bak fisk maupun non fisk (informas, rujukan,
konsultasi/konseling, pelatihan ketrampilan)

b. Mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan
kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di
berbagai bidang

c. Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat
dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak

. Program Kerja P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu

Pember dayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang
a. Divis Pelayanan Hukum dan Medis

Melaksanakan tindakan dan rujukan medis, bantuan

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan
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1). Penanganan, penjangkauan, pendampingan oleh tenaga
sosial (konselor) terlatih

2). Pemberian konsultasi dan konseling bagi korban oleh
tenaga psikolog

3). Advokasi dan bantuan hukum bagi korban tenaga advokat
4). Pemberian layanan kesehatan (terutama tindakan VeR)
secara gratis yang ditangani oleh tenaga medis

5). Pemberian bantuan kepada korban yang tidak mampu sesuai

dengan kebutuhannya.

. Divisi Pemulihan dan Medis

1). Membangun jgjaring dengan dunia usaha dan industri dalam
mengembangkan  program CSR  (Coorporate  Social
Responsibility) bagi pengembang ekonomi produktif berbasis
perempuan dan keluarga

2). Menyediakan shelter (rumah aman) bagi korban

3). Penanganan pasca korban kekerasan melaui rehabilitasi dan
reintegrasi

Divisi Kagjian, Pendidikan dan Pelatihan

1). Merancang berbagai model pelatihan dengan berbagai
pendekatan komunitas

2). Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan berbagai

isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



58

3). Melakukan berbagai pelatihan bagi pengembangan usaha
produktif perempuan
d. Divis Penguatan Jaringan dan Advokasi
1). Mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A
2). Merumuskan tata kerja dan pembagian peran dengan
lembaga sgjenis di lingkungan pemerintah daerah
3). Meningkatkan peran jegjaring pemerhati perempuan dan
anak
4). Merancang model layanan berbasis komunitas dan
pelayanan
5). Kampanye ketahanan keluargal/ keluarga yang sakinah
6). Kampanye parenting sehat (pengasuhan anak)
7). Mengintensifkan berbagai forum (forum anak, forum
tetangga peduli keluarga TKI, forum perempuan menulis,
forum perempuan peduli perempuan, forum perempuan peduli
lingkungan)
9. Layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak )Kabupaten Malang
Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten
Malang memiliki beberapa layanan, diantaranya:
a. Layanan cegah kekerasan
Melaksanakan berbagai kegiatan baik berupa penguatan

kelembagaan dan forum, maupun kegiatan ilmiah lainnya yang
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mengarah pada pencegahan tindak keketasan terhadap

perempuan dan anak. Mitra kerja yakni, Pemerintah Kabupaten

Malang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, dll.

Layanan Advokasi Korban

1). Litigas : apabila korban menempuh jalur hukum : medico
legal (visum, dil), rawat inap, dampingan pikologis dan
spiritual selama proses hukum dan rumah aman atau shelter
bagi yang membutuhkan.

2). Non-litigasi : apabila korban menempuh jalur non hukum:
dampingan psikologis dan spiritual dan rumah aman/
shelter. Mitra kerja yakni UPPA (Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak) Polres Kepanjen, RSUD Kanjuruhan,
Puskesmas, Psikolog dan Psikiater, WCC, PERADI, dll.

Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi
Setelah proses hukum atau pascatrauma, P2TP2A

memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak

tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang
layak, membantu perempuan korban dari kalangan tidak
mampun  memiliki  keberadaan ekonomi. Reintegrasi
dimaksudkan membantu korban tetap hidup dengan layak
secara sosid dan diterima dengan bak di lingkungan

tinggalnya. Mitrakerja: Pemkab, Baziz, dil.
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10. Program Khusus P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu

Pember dayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang

a

b.

Kampanye K etahahan K eluarga Sakinah

Kampanye Parenting Sehat (pengasuhan anak)

Dialog interaktif layanan P2TP2A di RRI Maang ( hari Selasa
dan Minggu pertama dan ketiga), pukul 08.00-09.00

TESA (Telepon Sahabat) di call center 0341-7777300

Facebook : Pptppa Kabupaten Malang
Email : p2tp2a kab.malang@yahoo.com
Web : www. p2tp2a-mal angkab.org

Layanan konsultasi keliling di sekolah, desa dan kelompok

marginal

11. Gambaran Data Kekerasan Serta Bentuk-bentuknya Secara

Kuantitatif di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

Tabel 4

Bentuk Kekerasan yang ditangani P2T P2A berdasarkan tahun

Tahun | Fisk | Psikis | Seksual | Eksploi | Penedlanta | Lainnya | Total
tas ran *

2013 8 31 53 0 0 6 98
2014 4 7 84 2 13 32 97
2015 27 10 62 12 6 33 150
2016 30 90 65 15 30 43 230
2017 22 56 37 0 8 16 139
-Maret | 6 17 18 0 1 7 49
2018
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Tahun | Fisk | Psikis | Seksua | Eksploit | Penelant | Lainnya | Total
I as aran *
2013 8 31 53 0 0 6 98
2014 4 7 84 2 13 32 97
2015 27 10 62 12 6 33 150
2016 30 90 65 15 30 43 230
2017 22 56 37 0 8 16 139
-Maret | 6 17 18 0 1 7 49
2018
* Perebutan anak
Tabel 6

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga serta penyebabnya

No

Bentuk
Kekerasan

Spesifikas

Penyebab

1.

Fisik

Di pukul

Di tendang

Di lempar kursi
Di sulut rokok
Di tampar

Di cubit

Suami di
diagnosa
mempunyai
kelainan
psikologis
Adanya amarah
yang dipendam
lama, sehingga
melakukan
kekerasan fisik
menjadi suatu
kepuasan dan
sebagai
pelampiasan
Pengaruh role
model

Adanya
anggapan
Suami superior
Interpretasi
gjaran agama
yang keliru
Miss
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komunikasi
2. | Pskid Verba - Menyampaikan - Pengaruh role
kata-kata bahwa model
isteri/anak tidak - Adanya
berguna anggapan
Menyampaikan bahwa suami
kata-kata kepada superior
isteri untuk pulang - Miss
ke rumah orang komunikasi
tua
Berkata kasar
seperti kata-kata
hewan di kebun
binatang
3. | Ekonomi - Tidak diberi - Adanya
nafkah anggapan
Tidak diberi uang bahwa suami
saku adal ah superior
- Adanya
anggapan
suami bahwa
isteri yang
bekerja mampu
mencukupi
kebutuhannya
sendiri
4. | Penelantaran Tidak diberi makan
5. | Seksual

B. Paparan Data
1. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
Malang
Hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga sudah terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjadi salah satu
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dasar hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
Malang.

Dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam
rumah tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Maang tentunya melakukan pendampingan
dan layanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal
ini seperti yang disampaikan oleh Konselor Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Ibu
Khorirotin Nasichah dalam kutipan wawancaranya dengan peneliti.

“Biasanya klien akan datang kemari sendiri, bisa juga lewat call

center atau terkadang karena tidak tahu lokasi P2TP2A, klien

datang bersama polis. Selanjutnya klien akan menceritakan
kronologi kasusnya, sehingga akan kami catat diregister dan nanti
asesment sehingga akan tahu penanganan apa yang tepat untuk
korban kekerasan dalam rumah tangga”.”
Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Zuhro Rosyidah dalam kutipannya
wawancaranya dengan peneliti.
“Semua kasus kekerasan dalam rumah tangga kita terima. Untuk
penanganannya tergantung kebutuhan klien. Kalau memilih jalur litigas
maka kita bekerja sama dengan UPPA (Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak) Polres, kemudian kalau kebutuhan klien di ranah psikologi
kita datangkan Psikolog, kami bekerja sama dengan Psikologi UIN,
Psikologi UM, dan terakhir Psikologi UNIRA.”"

Dalam kutipan wawancaranya peneliti Ibu Umi Khorirotin Nasichah juga

menambahkan.

”Umi K horirotin Nasichah, Wawancara, ( Malang, 19 April 2018)
7*Zuhro Rosyidah, Wawancara, (Malang, 7 Mei 2018)
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“Kalau jalur litigas kita koordinas dengan Kejaksaan. Jadi kita kenal
dengan jaksa, kemudian kita juga mendampingi proses persidangan
sampai kepada putusannya, hanya pendampingan saja tidak
membuatkan gugatan. Kemudian sebenarnya kami dari pihak P2TP2A
sudah melakukan MoU dengan PERADI, dimaksudkan jika klien kami
membutuhkan pengacara, pihak PERADI mengirimkan utusannya,
namun sgjauh ini PERADI tidak mengirim utusannya. Sedangkan jalur
non litigasi kami juga melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Saiful

Anwar. Jadi kalau ada kasus yang berat kita ke Psikiaternya RRSA.”"

Lebih lanjut, Ibu Umi Khororotin Nasichah menyampaikan dalam
wawancaranya dengan peneliti :

“Kalau misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga menempuh

jalur pidana, maka kita akan mendampingi mulai dari melapor, BAP,

konfrontir, pencarian saksi, kemudian kalau memerlukan alat bukti,
kemudian sampai pada tahap penuntutan di kejaksaan dan sampai pada
tahap persidangan dan putusan di pengadilan”.”

Kemudian layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Maang
disesuaikan dengan kebutuhan klien, maka layanan yang diberikan oleh
P2TP2A Kabupaten Malang juga berbeda-beda setiap kasusnya. Hal ini seperti
disampaikan oleh Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Zuhro Rosyidah
dalam kutipan wawancaranya dengan peneliti :

“Jadi pertama akan kami mediasi dahulu kalau bisa dimediasi, jadi kami

panggil kedua belah pihak, namun terkadang panggilan kami tidak ada

respons, maka kami akan melakukan hal yang lain untuk menangani

Klien kami”. 7’

”Umi K horirotin Nasichah, Wawancara, ( Malang, 19 April 2018)
’®Umi K horirotin Nasichah, Wawancara, (Malang, 19 April 2018)
77Zuhro Rosyidah, Wawancara, (Malang, 7 Mei 2018)
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Jika langkah mediasi untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk
berdamai tidak tercapai, maka P2TP2A akan melakukan pelayanan yang lain
kepadaklien.

“Kalau sudah proses mediasi tidak bisa, maka kita fokus ke psikologi

klien. Karena tentu korban mengalami gangguan psikologi. Di dalam

pendampingan psikologi ada trauma healing, medico legal, dan kalau
memang membutuhkan ada juga shelter/ rumah aman, kemudian
konseling jadi perkembangan-perkembangan klien setelah ada
pendampingan psikologi seperti apa. Dampingan psikologi tentunya kita
juga memberikan dampingan-dampingan spiritual kepada klien, jadi
apapun masalahnya dikembalikan kepada Tuhan yang sudah
merencanakan takdir bagi hamba-Nya, apapun agama klien kami. ”. @

2. Problematika Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara jelas hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
memang sudah diatur dalam regulasi. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 10
UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, namun pada kenyataannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga mengalami kendala dan
problematika. Hal ini seperti disampaikan oleh salah satu konselor Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
Malang Ibu Umi Khorirotin Nascihah.

“Tentunya dalam mendampingi klien P2TP2A juga mengalami kendala,

yang pertama karena terbatasnya konselor, hanya 4 orang saja.

Kemudian dari korban dan keluarga sendiri, seperti awalnya korban dan

keluarga melapor ke kita, kemudian kita dampingi untuk proses
hukumnya jika mereka memilih jalur litigas, namun di tengah jalan

*Umi K horirotin Nasichah, Wawancara, (Malang, 19 April 2018)
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mereka berdamai dengan pelaku. Jadi keluarga korban diberi iming-
iming sekian oleh keluarga pelaku, dan akhirnya korban memilih damai.
Dan proses damainya itu P2TP2A tidak tahu. Kemudian ada korban
yang melapor ke kita, kemudian kita dampingi proses hukumnya, namun
ternyata keluarganya tidak setuju. Jadi kendalanya pada s klien dan
keluarganya”.”

Kemudian melengkapi hasil wawancara dari Ibu Zuhro Rosyidah ,
Konselor P2TP2A Kabupaten Malang yang lain juga menjelaskan dalam
wawancaranya dengan peneliti.

“Jadi kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam memenuhi hak-hak nya
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kalau misalnya
kekerasan dalam rumah tangga tersebut berujung perceraian, kemudian
ada gugatan hak asuh anak. Kemudian sudah ada putusan pengadilan
bahwa s anak ikut dengan ibunya, namun eksekusi di lapangan itu
berbeda. S anak dalam penguasaan ayahnya, kemudian s anak
disembunyikan oleh ayahnya, dan s ibu tidak boleh bertemu dengan
anaknya. Kemudian kalau dalam kekerasan dalam rumah tangga
disebabkan penelantaran ekonomi, di dalam amar putusan hakim
menyebutkan bahwa meskipun hak asuh anak jatuh ke tangan ibu,
\namun s ayah tetap harus menafkahi si anak dan isterinya. Namun
realitanya lain, ayah bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali.
Kalau sudah seperti itu P2TP2A tidak bisa melakukan apa-apa”.®

Untuk melengkapi apa yang disampaikan Ibu Zuhro Rosyidah, 1bu Fuji
Astutik selaku Psikolog dan Dosen Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang menyampaikan dalam wawancaranya dengan peneliti.

“Kalau selama ini kami mendampingi klien dari P2TP2A, tentunya
korban kekerasan mengalami gangguan psikologi. Kemudian si kliennya
ini mempunyai paradigma jika seorang klien di bawa ke psikolog maka
terjadi gangguan mental yang sangat parah atau bahkan gila, padahal s
klien ini sadar bahwa dia mengalami gangguan psikologi. Jadi
kendalanya pada si klien ini sendiri yang tidak mau move on. Namun kita
tetap harus memberikan motivass dan pendampingan kepada korban
kekerasan dalam rumah tangga, dalam artian isteri. Kalau misalnya
bercerai ya, dan perceraian menjadi jalan terbaik dia harus tetap bisa
fight sendiri. Jadi jangan terpaku pada omongan orang kalau orang

”Umi K horirotin Naschihah, Wawancara, (Malang, 19 April 2018)
#0Zuhro Rosyidah, Wawancara, (Maang, 7 Mei 2018)
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bercerai begini-begini, karena kehidupan rumah tangga dia yang tahu
dan merasakan” %

Selain dari apa yang disampaikan oleh 1bu Fuji Astutik, Ibu Ana sebagai
laboran Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Maang juga
menyampaikan kendak-kendala dalam mendampingi klien P2TP2A Kabupaten
Malang, sebagai mana disampaikan dalam wawancaranya dengan peneliti.

“Jadi kendala yang selama ini kami tangani dalam menangani

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berada pada kliennya

sendiri. Jadi klien itu merasa sangat trauma, dia tidak bisa membuka diri
untuk menyampaikan masalahnya. Padahal harus ada keterbukaan klien
untuk memberikan penanganan yang konkret dari kita”.®

Oleh karena kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Malang dalam
mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga
berada di s klien atau korban, maka konselor P2TP2A Kabupaten Malang
maupun Psikolog dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
melakukan pendekatan-pendekatan atau advice untuk membuka mindsetkepada
korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh Konselor
P2TP2A Kabupaten Malang, lbu Zuhro Rosyidah dalam petikan
wawancaranya dengan peneliti.

“Jadi awalnya kita melihat karakter masing-masing, baik korban
maupun pelaku, kita mediasi kalau memang bisa dimediasi. Kalau
sudah tahu sifat dan karakternya baru kita berikan pendekatan-
pendekatan kepada korban sesuai dengan sifat dan karakter masing-
masing, jadi tidak bisa disamakan pendekatannya, karena setiap kasus
berbeda pemecahannya”.®

Mengenai detail pendekatan yang dilakukan, Ibu Fuji Astutik sebagal

seorang Psikolog UIN Maulana Maik Ibrahim Maang memberikan

'Fuji Astutik, Wawancara, (Malang, 9 Mei 2018)
% Ana Ferdina, Wawancara, (Malang, 14 April 2018)
#Zuhro Rosyidah, Wawancara, ( Malang, 7 Mei 2018)
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jawabannya. Hal ini seperti yang disampaikan dalam kutipan wawancaranya
dengan pendliti :

“Kalau hambatannya berada di korban, maka kita memberikan advice
khusus kepada mereka agar tidak lagi menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga lagi, misalnya dalam rumah tangga harus ada kesamaan
peran. Jadi pekerjaam rumah tangga tidak harus dikerjakan isteri
semua, hamun harus ada pembagian peran yang sama antara suami
isteri, maka tidak ada peran yang dominan antara suami isteri”.®*

Ha senada juga disampaikan oleh konselor P2TP2A lbu Umi
Khorirotin Nasichah dalam wawancaranya dengan peneliti

“Korban kekerasan dalam rumah tangga kita lakukan pendekatan,
nasehat agar dia bisa mandiri dan tidak hanya bergantung kepada
suami. Maka kita bantu secara ekonomi, misalnya ada yang kita kasih
modal untuk usaha, ada yang kita kasih alat-alat untuk usaha. Maka
kalau perempuan ini kuat secara ekonomi, kalaupun misalnya nanti
terjadi perceraian, maka perempuan ini sudah bisa mandiri dan tidak
menuntut hak nafkah, iya kalau s suaminya mau memenuhi hak
nafkahnya, kalau tidak kan akhirnya si perempuan harus berjuang lagi,
sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dia juga harus
mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup”.®

Kemudian ibu Ana sebagai laboran Fakultas Psikologi UIN Maulana
Malik lbrahim Maang menyampaikan dalam kutipan wawancaranya dengan
peneliti.

“Dalam pendampingannya kita kembalikan kepada ajaran agama
masing-masing, karena tidak semua klien beragama Islam ya. Tentunya
semua agama mengaj arkan kebaikan, semua agama mengajarkan kasih
sayang, agama tentunya juga mengajarkan berbuat baik kepada suami
atau istri. Jadi meskipun nanti ada perbedaan peran dalam rumah
tangga, misalnya suami ke ranah publik atau istri di ranah domestik,
namun karena ada kasih sayang dan saling berbuat baik tadi, nanti
akan balancing dalam membangun rumah tangga dan tidak terjadi
kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun.®®

#Fuji Astutik, Wawancara, (Malang, 9 Mei 2018)
®Umi K horirotin Nasichah, Wawancara, (Malang, 19 April 2018)
% Ana Ferdina, Wawancara, ( Malang, 14 Mei 2018)
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C. AnalisisData
1. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2T P2A)
Kabupaten Malang

Di dalam konsiderans UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa
korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, oleh karenanya
harus mendapatkan perlindungan dari negara maupun masysrakat agar
terhindar dari segala bentuk ancaman kekerasan dan penyiksaan yang
merendahkan martabat kemanusi aan.

Namun meskipun perempuan menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga, banyak perempuan yang tidak melaporkan tindak kekerasan
yang dialaminya dan mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya
budaya yang terpatri berabad-abad bahwa perempuan harus patuh,
mengabdi, dan tunduk pada suami.®” Maka tiada heran jika banyak
perempuan yang mati-matian bertahan dalam perkawinanya meskipun
banyak mengalami berbagai tindak kekerasan dan ketidakadilan.®®

Korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh hak-hak yang

diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¥Al-Machi Ahmad, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
2014), hal.3.

Nani Zulminarni, Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga sebagai Realitas yang
Tidak Tercatat dalam Jurnal Perempuan. Perkawinan dan Keluarga, hal. 55.
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Kekerasan dalanm Rumah Tangga, karena tentunya korban mengalami
kerugian materiil maupun immateriil. Hak-hak tersebut diantaranya :

Korban berhak mendapatkan :

f. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, keaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya bak
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan
dari pengadilan

g. Pelayanan kesehatan sesual dengan kebutuhan medis

h. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

I. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan

j. Pelayanan bimbingan rohani.

Maka apabila seorang perempuan menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga ada beberapa pilihan yang dapat dia lakukan,sehingga
kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi berlarut-larut, dan agar
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak terulang lagi serta ada
solusi agar perempuan tidak memposisikan dirinya menjadi objek
kekerasan.

Selanjutnya di dalam layanan dari Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) Kabupaten Malang yang
senada dengan hak-hak yang diperoleh perempuan korban kekerasan
dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan K ekerasan dalam Rumah Tangga
1). Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya
Salah satu layanan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang adalah shelter/ rumah
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aman bagi klien yang membutuhkan. Maka ini bisa dikatakan sebagai

bentuk perlindungan lembaga sosia kepada perempuan yang menjadi

korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perlindungan dari

pihak pengadilan, kejaksaan, pengadilan, advokat bukanlah merupakan

wewenang absolut

dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

Perlindungan

Dari Keterangan

Keluarga Jka seorang korban KDRT
meminta bantuan kepada lembaga
sosia maka  tidak ada
perlindungan dari keluarganya

Kepolisian Bukan merupakan wewenang
absolut dari P2TP2A Kabupaten

Keaksaan Malang. Perlindungan dari aparat
penegak hukum tersebut

Pengadilan merupakan kewenangan masing-
masing lembaga tersebut.

Advokat

Lembaga Adanya layanan rumah aman/

sosial shelter dari P2TP2A sendiri bagi

klien yang membutuhkan

2). Pelayanan Kesehatan Sesual Kebutuhan Medis

Di dadam struktur

organisas Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maang

menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan dan

Rumah Sakit Umum daerah Lawang adalah anggota dari divis

pelayanan hukum dan medis. Selanjutnya jika ada klien dari Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Maang yang membutuhkan layanan kesehatan atau medis,
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maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Maang akan merujuk rumah sakit untuk
memeriksa keadaan klien. Namun pada implementasinya Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Maang merujuk kepada Rumah Sakit Saiful Anwar,
mengingat lokasi Rumah Sakit yang terjangkau dengan kantor Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Maang. Pelayanan kesehatan ini dapat berupa konseling
dengan psikiater, tes psikologi, dan obat jalan jika memang dibutuhkan
oleh klien.
3). Penanganan Secara Khusus Berkaitan dengan K erahasiaan Korban
Adanya hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
mengenai kerahasiaan identitasnya ini dilakukan oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara dengan konselor dan
meminta izin untuk mewawancarai klien tidak diperkenankan. Hal ini
tentunya untuk menjaga kehati-hatian konselor dalam menjaga identitas
klien yang sedang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam menangani
kasus. Menjaga kerahasiaan identitas ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1)
huruf i UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan

bahwa korban memperoleh hak yang berupa dirahasiakan identitasnya.
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4). Pendampingan oleh Pekerja Sosia dan Bantuan Hukum pada Setiap
Tingkat Proses Pemeriksaan Sesuai dengan K etentuan Peraturan Perundang-
undangan

Salah satu layanan yang terdapat di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Malang juga terdapat di
jalur litigasi. Jika seorang korban kekerasan dalam rumah tangga menempuh
jalur litigasi maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A ) Kabupaten Malang akan melakukan pendampingan-
pendampingan mulai dari melapor, BAP, pencarian saks atau konfrontir,
pencarian alat bukti jika memang kasus kekerasan dalam rumah tangga
tersebut ditempuh melalui jalur pidana, sedangkan jika lewat jalur perdata
maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang hanya akan melakukan pendampingan sampai
kepada tahap putusan pengadilan.

Di dalam menjaankan visi dan misinya, Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maang juga
melakukan MoU atau kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Seperti
discbutkan dalam wawancara bahwa Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
mel akukan kerjasama dengan UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)
Polres Kabupaten Malang dan Keaksaan. Di sisi lain Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

juga melakukan kerjasama dengan PERADI dan Pengadilan. Bahkan
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Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan PERADI dalam bagian struktur
organisas menjadi anggota divisi hukum dan medis.

Maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak perempuan korban kekerasan
dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang di jalur
litigasi hanya berada di Kepolisian dan Kejaksaan, sedangkan pada advokat

dan pengadilan tidak dapat dilakukan.

Pendampingan Instansi/ Keterangan
P2TP2A APH
Sebagai Kepolisian Klien dari P2TP2A (perempuan
Lembaga korban KDRT) memperoleh
Sosial pendampingan dari P2TP2A jika

berhadapan dengan kepolisan , maka
P2TP2A akan bekerja sama dengan
UPPA

Kejaksaan Pihak P2TP2A akan melakukan
kerjasama dan koordinasi dengan
Kegaksaan jika korban KDRT
menempuh jalur litigas khususnya
pidana

Pengadilan P2TP2A Kabupaten Maang hanya
mendampingi korban KDRT sgja,
sampal kepada tahap putusannya.

Advokat Pihak P2TP2A sudah melakukan
MoU dengan PERADI, namun tidak
ada utusan dari PERADI untuk
mendampingi klien P2TP2A. Maka
tidak ada pendampingan dari
advokat bagi klien P2TP2A
Kabupaten Malang

5). Pelayanan Bimbingan Rohani.
Dalam pelayanan bimbingan rohani, pendliti tidak memperoleh

banyak data. Namun dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan
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salah satu Konselor P2TP2A Kabupaten Malang pelayanan bimbingan

rohani berarti memberikan pendekatan kepada klien bahwa segala

sesuatu yang terjadi, baik buruk dan suka tidaknya sudah Tuhan

takdirkan kepada hamba-Nya, maka segala keluh kesah kehidupan di

kembalikan kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan.

Dari hasil apa yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang untuk
memenuhi  hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Pasal 9 Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan
bentuk-bentuk pelayanan korban kekerasan meliputi :

a). Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan bekas-bekas luka fisik
yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh
tenaga medis.

b). Pelayanan medicolegal merupakan satu bentuk layanan medis untuk
kepentingan pembuktian di bidang hukum.

c). Pelayanan psikososia merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping
dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyedia
rumah aman untuk melindungi korban dan berbagai ancaman dan intimidas
bagi korban dan memberikan dukungan secara sosia sehingga korban
mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan keman dirian dalam

menyel esaikan masal ahnya.
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d). Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani
proses peradilan.
€). Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan
dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
f). Pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.
Jika menilik pada gjaran Islam, Islam mengaarkan bahwa salah satu hak
istri adalah harus mendapatkan perlakuan baik. Hal ini sebagaimana terdapat

dalam Surat An-Nisaayat 19 :

. R0 &SR0 -~
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Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi
perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi jadi
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang
banyak padanya. *

Beranjak dari ayat diatas maka sudah menjadi kewagjiban antara suami
memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak memperlakukannya dengan

semena-mena karena memperlakukan istri dengan baik adalah salah satu hak yang

diperoleh istri dalam berumah tangga.

¥QS. An-Nisa (4): 19

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



78

Selain hak mendapat perlakuan yang baik, dalam Islam juga mengakui
bahwa perempuan dalam menikah berhak memperoleh nafkah dari suaminya.
Pemberian nafkah kepada istri adalah kewagjiban suami sebagaimana kewajiban
suami terhadap kedua orang tua dan anak-anaknya. Pemberian nafkah kepada istri
wajib berapapun harta yang dimilikinya, melimpah atau kurang, meliputi

makanan, pakaian dan tempat tinggal.*® Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an :
Soaalll 45955 a3y slsed | ey

Dan pemberian nafkah dan pakaian mereka diberikan oleh ayat menutut

cara yang baik. **

Dari kelima poin hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga secara umum sudah dapat dipenuhi oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.
Namun karena hanya ada 4 Konselor yang terdapat di (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, dan di
Kabupaten Malang terdapat 33 Kecamatan secara rasional tidak mampu
menjangkau seluruh pelosok daerah Kabupaten Malang. Maka dapat dikatakan
bahwa pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A )

Kabupaten Malang belum maksimal.

*Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, 66.
*'QS. Al-Bagarah (2): 233
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2. Problematika Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dan Upaya yang Dilakukan Perspektif Feminisme
di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
Kabupaten Malang Kabupaten Malang
Lawrence M. Friedman dalam teori legal system menyebutkan bahwa
penegakan hukum tergantung padatiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum
(legal culture). Maka jika dikaitkan dengan penelitian ini struktur hukum adalah
institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kgaksaan, dan Pengadilan. Substasi
hukum adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Maka yang menjadi budaya hukum adalah budaya yang berlaku dalam
masyarakat bahwa adanya budaya yang melekat dalam masyarakat bahwa dalam
membangun rumah tangga, suami mempunyai peran di publik sedangkan istri
hanya di ranah domestik.

Maka jika dikorelasikan dalam penelitian ini yang menjadi problematika
penegakan hukum adalah pada lini budaya hukum. Budaya hukum yang hidup
dimasyarakat yang menyatakan bahwa istri adalah ‘konco wingking’ bagi suami.
Maka hak-hak istri sebagai seorang individu sering kali diabaikan. Di sisi lain
sebenarnya mengapa perempuan dijadikan objek kekerasan dalam rumah tangga,
hal itu karena adanya pola relasi atau pola hubungan antar suami istri yang sudah

peneliti tulis pada bagian kajian pustaka.
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Sudah dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan konselor P2TP2A
Kabupaten Malang, Psikolog dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang beserta |aborannya yang menyebutkan bahwa yang menjadi problematika
pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat
pada kliennya sendiri yaitu si klien yang tidak mau move on dari kasus tersebut,
klien merasa sangat trauma sehingga tidak bisa membuka diri, klien meminta
bantuan kepada P2TP2A Kabupaten Malang namun tidak ada keterbukaan dengan
konselor P2TP2A, klien yang meminta bantuan kepada P2TP2A Kabupaten
Malang melakukan pendampingan lewat jalur litigasi namun justru di tengah jalan
klien berdamai dengan pelaku tanpa adanya konfirmasi lebih lanjut kepada pihak
P2TP2A. Di samping itu problematika yang dihadapi oleh P2TP2A Kabupaten
Malang ketika mendampingi klien jika berada pada jalur litigasi adalah ketika ada
gugatan hak asuh anak dan gugatan hak nafkah, dalam amar putusan hakim
menyebutkan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan istri dan suami wajib
membayar hak nafkah kepada istri. Namun eksekusi dan fakta di Iapangan jauh
berbeda, suami yang mengasuh anak dan hak nafkah tidak diberikan.

Oleh karena itu dalam pendampingannya baik dari Konselor P2TP2A
Kabupaten Malang maupun Psikolog dan Laboran Fakultas Psikologi UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan advice dan pendekatan-pendekatan
khusus kepada klien yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari
hasil wawancara pendliti dengan informan, maka peneliti dapat kategorikan
pendekatan-pendekatan yang dilakukan sehingga dapat dilihat dari perspektif

feminisme. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu :
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1). Daam membangun rumah tangga harus ada kesamaan membangun rumah

tangga, harus ada kesamaan peran dan pembagian kegiatan rumah tangga,
sehingga kegiatan memasak, mencuci, membersihkan rumah bukanlah
dikerjakan oleh istri sgja.Di ranah publik istri juga diperbolehkan bekerja dan
berkarir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya

Maka dengan adanya pembagian peran pekerjaan rumah tangga tidak
ada beban berlipat bagi perempuan, dan bagi suami tidak semena-mena
menyuruh dan meminta menyuruh istri untuk mengerjakan semua pekerjaan
rumah tangga. Jika seorang perempuan yang berumah tangga juga harus
bekerja, dan dia harus membagi waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah
maka dia akan memperoleh beban berlipat. Selain beban berlipat juga adanya
subordinasi dan marginalisas terhadap istri yang melakukan pekerjaan rumah
tangga sendiri tanpa ada bantuan dari suami. Jika hal ini nanti akan dibiarkan
secara terus menerus, maka suami akan merasa memiliki power sehingga
dapat melakukan apapun terhadap istrinya, termasuk melakukan kekerasan
terhadap istrinya dalam berbagai bentuk.

Di ranah publik, suami juga harus memperbolehkan untuk bekerja dan
berkarir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena salah satu
faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah, istri yang bekerja dan
penghasilannya melebihi suami. Dalam kacamata feminisme, maka ini
termasuk feminisme liberal. Karena feminisme libera memandang kesetaraan
hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai ranah, baik domestik maupun

publik.
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Jika dikorelasikan dengan hukum Islam menyebutkan bahwa suami
dan istri adalah ibarat pakaian, saling melengkapi satu sama lain. Hal ini
sesuai dengan salah satu ayat al-Qur’an yaitu :

03 % )
Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi
mereka.*

Antara suami dan istri saling melengkapi satu sama lain. Maka harus
ada peran yang sama antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga.
Karena diibaratkan antara suami dan istri adalah bagaikan pakaian, saling
melengkapi dan saling menutupi.

2). Jika seorang istri memutuskan berceral karena adanya kekerasan dalam rumah
tangga maka istri harus bisa fight dan hidup sendiri. Sehingga tidak perlu
meminta hak nafkah kepada pengadilan.

Menjadi perempuan tanpa suami, khususnya perceraian bahkan aib bagi
sebagian keluarga karena perceraian berarti kelemahan sebagai perempuan dan
istri dalam sebuah perkawinan. Tanpa mau melihat berbagai faktor penyebab dan
kondisi perempuan bercerai, masyarakat cenderung menghakimi dan memberikan
label buruk pada perempuan bercerai.*®

Namun disis lain, kekerasan dalam rumah tangga yang dibiarkan
berlarut-larut oleh seorang perempuan maka perceraianlah yang menjadi ultimum

remedium. Di sis lain ketika seorang perempuan memutuskan bercerai dari

seorang suami maka terbebaslah dia dari belenggu kekerasan dalam rumah tangga

*QS. Al-Bagarah (2) : 187
*Nani Zulminarni, Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga sebagai Realitas yang
Tidak Tercatat dalam Jurnal Perempuan. Perkawinan dan Keluarga, 55.
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yang selama ini mencekramnya, namun di sisi lain kebingungan juga dialami
perempuan apabila perempuan ini tidak bekerja dan sewaktu menikah hanya
menggantungkan nafkah sepenuhnya pada suami. Dia harus memutar otak,
bagai mana melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang suami, apalagi jika sudah ada
hadirnya seorang anak dan hak asuh anak jatuh kepada perempuan ini. Pengadilan
bisa memutuskan bahwa istri memperoleh hak nafkah, namun eksekus di
lapangan menjadi cerita lain manakala suami tidak mematuhi putusan pengadilan
dan tidak memberikan hak nafkah kepada istri.

Namun jika ditinjau dari kacamata Islam menyebutkan bahwa hak nafkah
adalah salah satu hak yang diperoleh istri dari suami. Hal ini sebagaimana
terdapat dalam salah satu ayat al-Qur’an yaitu :

Syl Lt sy doall e
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut™
3). Istri harus mandiri secara ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga salah satu
penyebabnya adalah ekonomi, jika secara finansia istri sudah mampu
mencukupi hidupnya sendiri, dia tidak akan memposisikan dirinya menjadi
objek kekerasan dalam rumah tangga.

Tipologi ini hampir sama dengan tipologi nomor 2, namun yang menjadi
bedanya jika tipologi nomor 2 dilakukan ketika sudah ada perceraian, sedangkan
tipologi nomor 3 ini ketika perempuan masih terikat perkawinan.

Kehidupan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan seperti yang

diinginkan sewaktu awa menikah. Dalam perjalanannya ada dinamika-dinamika

*QS. Al-Bagarah (2): 233
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dan kerikil-kerikil kecil yang menghadang, salah satu kerikil yang dihadapi
pasangan yang menikah adalah kondisi ekonomi. Realitas dan faktanya pasangan
sewaktu awa menikah dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Maka jika seorang
suami dan istri tidak mampu mengatur pengeluarannya dengan baik, hal ini dapat
menimbulkan perdebatan antar keduanya. Meskipun di dalam a-Qur’an

menyebutkan:

o

e gty 0y A il

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu,

dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

sahaya-mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah

akan memberik kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan

Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.®

Ayat diatas memang mengajurkan bagi sigpa sga yang sudah mampu
untuk menikah, kata yang urgen dalam ayat diatas adalah jika mereka miskin,
Allah akan mengkayakan mereka. Namun setidaknya jangan hanya ayat ini
yang dijadikan sandaran untuk menikah tanpa memiliki kemampuan ekonomi
yang bailk, mengingat banyaknya pernikahan yang berkahir pada perceraian
karena faktor ekonomi. Setidaknya dalam surat yang lain juga harus dijadikan

sandaran.

®QS.An-Nur (24) : 32
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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum

mereka mengubah nasib mereka sendiri.®

Maka setidaknya bagi pasangan yang menikah harus ¢ cukup’ secara
ekonomi dan jika pada suatu ketika terjadi ‘krisis ekonomi’ dalam kehidupan
rumah tangganya perempuan tidak menjadi objek kekerasan dari suaminya.
(Dalam contoh yang nyata, jika terjadi ‘krisis ekonomi’ , karena suami dalam
keadaan tidak stabil dan marah maka dia akan mudah melakukan kekerasan
terutama kekerasan verbal atau psikis terhadap istrinya). Lebih jauh jika sudah
terjadi ‘krisis ekonomi’ dalam keluarga yang mengakibatkan kekerasan terhadap
perempuan, perempuan akan merasakan pergolakan batin  sehingga
menyebabkan dia menjadi terbebani dalam menjalani kehidupan rumah
tangganya.

4). Dikembalikan kepada gjaran agama masing-masing, tentunya semua agama
mengajarkan untuk mempunyai sikap saling mengasihi dan menyayangi antar
suami istri. Meskipun ada perbedaan peran dalam keluarga, namun karena
adanyasikap saling mengasihi dan menyayangi, maka akan terjadi
balancingdalam membangun rumah tangga serta tidak akan kekerasan dalam
rumah tangga dalam bentuk apapun.

Sejarah panjang diskriminasi dan dominasi laki-laki terhadap perempuan
sering kali bahkan selalu hampir disandarkan pada agama. Agama dijadikan

justifikasi perlakuan bias gender oleh laki-laki. Hal ini secara tidak langsung

*°QS. Ar-Ra’d (13): 11
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berimplikasi pada anggapan bahwa perempuan adalah kelas rendahan dan tak
layak mendapatkan beragam macam hak-hak, mulai dari pengekspresian
pendapatnya hingga seluruh bentuk partisipasi sosial.”’

Tantangan dari paham keagamaan yang patriarkhis
sesungguhnyamerupakan bentuk perlawanan terhadap feminisme yang tidak mesti
dari kaum fundamentalis. Paham tersebut sesungguhnya bisa lahir dari pengauut
awam agama biasa sgja. Karena paham keagamaan yang patriarkhis sangat kuat,
justru inilah sumber perlawanan yang seharusnya menjadi sasaran pembebasan
perempuan. Selamaini sifat paham keagamaan diterima apriori sebagal kebenaran
seperti halnya gjaran Tuhan, maka gerakan feminisme berhadapan dengan harga
mati. %

Lebih jauh jika melihat dari sisi feminisme yang menjadi alat analisis,
yang mana feminisme sendiri mempunya doktrin bahwa perempuan harus
terbebas dari segala bentuk pengekangan dan ketidakadilan di berbagai sektor,
baik sektor publik maupun domestik. Munculnya feminisme diperlukan untuk
pembelaan perempuan yang masih mengalami ketertindasan, kekerasan dan
eksploitasi yang dalam realitas masih eksis.*

Namun disamping terdapat ayat-ayat yang misoginis, sesungguhnya Islam
mengajarkan untuk berbuat baik kepada istri. Hal ini sebagaimana terdapat dalam

salah satu ayat al-Qur’an yaitu :

*’Mufidah Ch (ed), Isu-Isu Gender Kontemporer, 33.

**Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2006),
113.

*Mufidah Ch (ed), Isu-Isu Gender Kontemporer, 57.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



87

S 1 8 80 oty LadlgasSS O b Do 08 gl Sng s

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.'®

Jika ditelisik lebih jauh, adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maang adalah untuk menghapus
kelas sosiad seperti doktrin feminisme marxis, yang mana pelaku diibaratkan
kaum borjuis sedangkan korban adalah kaum proletar. Apa yang dilakukan oleh
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A adalah
untuk menghapus kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Namun apa yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A ) Kabupaten Malang tidak sampai seperti doktrin
diran feminisme radikal yang mempunya pemikiran untuk mengubah sistem.
Feminisme radikal mempunyai pandangan bahwa dalam keluarga tidak perlu ayah
yang menjadi kepala keluarga, dalam feminisme radikal juga mempunyai
pemikiran bahwa lembaga perkawinan merupakan sebuah lembaga penindasan
terhadap perempuan.

Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan di hadapan kaum
laki-laki sgja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki juga mengalami
penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi serta represi dari sistem
yang tidak adil. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka

mentrasformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju sistem yang adil

®An-Nisa (4) :19
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bagi perempuan, maupun laki-laki. Dengan kata lain, hakikat feminisme adalah
gerakan transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soa
perempuan belaka. ' Sedangkan di samping itu berdasarkan SDG’s (Suistanable
Of Development of Goals) poin ke 5 yaitu adanya kesetaraan gender, maka dalam

kehidupan apapun ada kesetaraan gender, baik di ranah domestik dan publik.

9\ 1ansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 100
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Data Empirik Teori Analisis Per spsektif Per p§<tif Islam
Feminisme =
Harus ada kesamaan peran dalam Owner Dengan adanya pembagian| Feminisme Libera QS. A=Bagarah :
membangun rumah tangga, jadi Property peran pekerjaan rumah tangga 87

tidak semua kegiatan rumah
tangga seperti memasak,
mencuci, mengepsl, dsb

dikerjakan oleh istri. Di ranah
publik istri juga diperbolehkan

bekerja dan berkarir  sesuai
dengan kemampuan yang
dimilikinya

hal ini akan mencegah beban
berlipat bagi  perempuan.
Termasuk mencegah
marginalisas dan subordinas
terhadap perempuan, hal ini
juga akan mencegah kekerasan
terhadap perempuan dalam
bentuk apapun. Karena jika
adanya pembagian peran antara
suami istri, maka suami tidak
akan merasa mempunyai power

terhadap istri.
Istri harus bisa fight sendiri dan % Jika  perceraian menjadi | Feminisme Marxis Al
tidak perlu meminta hak nafkah ultimum remedium bagi

pada pengadilan jika memang
bercerai karena kasus kekerasan
dalam rumah tangga

perempuan maka dia harus
segera fight dan melanjutkan
hidup tanpa perlu bayang-
bayang suami dan gugatan hak
nafkah. Karena bisa
dimungkinkan meskipun
pengadilan menetapkan hak
nafkah pada istri, eksekusi di
lapangan suami tidak
memberikan nafkah tersebut.
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14
Istri harus mandiri  secara| Senior Junior | Jika istri  mandiri secara| Feminisme Sosialis QsS. %Baqarah:
ekonomi. Kekerasan  dalam Partner ekonomi dan tidak hanya 33
rumah tangga salah  satu bergantung nafkah  kepada r4
penyebabnya adalah ekonomi, suami semata, maka istri tidak =
jika secara finansia istri sudah akan memposisikan dirinya Q
mampu  mencukupi  hidupnya sebagal objek kekerasan dalam >
sendiri, dia  tidak akan rumah tangga. <
memposisikan dirinya menjadi -1
objek kekerasan dalam rumah 2
tangga. L

=
Dikembalikan kepada garan Head Meskipun adanya ayat dan| Feminisme Sosiais QS. &Baqarah:
agama masing-masing. Setiap | complement | hadits yang misoginis, namun 187
agama pasti menggarkan kasih bukan berarti ayat dan hadits QS. /E-Ni&a: 19

sayang dan sikap saling berbuat
baik antara suami istri. Karena
ada sikap yang saling mengasihi
ini, meskipun ada perbedaan
peran antar suami istri, pasti ada
balancing daam membangun
rumah tangga.

ini dijadikan sandaran untuk
melegitimasi kekerasan
terhadap perempuan. Di lain
hal banyak ayat dan hadits
yang memerintahkan untuk
berbuat baik kepadaistri.

OF MAULANA MALIK IBRAH




91

. Ayat untuk Kolom Nomor 1

oA o 5l (ST G
. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi
mereka.

. Ayat untuk Kolom Nomor 2

Soals 4TSy ) sl ey
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut

. Ayat untuk Kolom Nomor 3

Soal 4sSy e) sl ey
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut

. Ayat untuk Kolom Nomor 4

oA o ol oS U s
Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi
mereka.

[ ot 4 i Jay Leblon S5 01 ond Sagatn SO0 CBgmddly a2 Lo

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan
yang banyak padanya.
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PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
terdapat 5 poin. Pertama, perlindungan dari keluarga, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, serta lembaga sosial. Maka perlindungan yang
diperoleh korban di lembaga sosial yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang
yaitu shelter/ rumah aman, sedangkan di lembaga lain bukan menjadi

wewenang absolutnya. Kedua, pelayanan kesehatan yaitu adanya

92
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kerjasama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dengan rumah sakit daerah, jika
ada klien yang membutuhkan akan dirujuk ke rumah sakit baik itu
berupa Visum et Repertum, layanan psikiater, dan lain-lain sesuai
kebutuhanan. Ketiga, adanya kerahasiaan identitas klien ini dibuktikan
ketika ada penelitian, konselor tidak mengizinkan peneliti bertemu
dengan klien. Keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dalam hal ini
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Maang di dampingi padainstansi Kepolisian dan
Kegaksaan, dan Pengadilan. Sedangkat pendampingan dari advokat
tidak ada.Kelima, dampingan spiritual. Dalam ha ini peneliti tidak
memperoleh data emik mengenal poin kelima. Maka dapat disimpulkan
bahwa hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di
P2TP2A Kabupaten Malang belum diperoleh secara maksimal.

. Praoblematika pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam
rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang terdapat pada si korban yang
tidak mau move on dari kasusnya. Oleh karena itu baik Konselor
maupun Psikolog UIN Maulana memberikan pendekatan-pendekatan,
secara umum pendekatan tersebut menjadi empat tipologi. Yaitu,
pertama, istri harus mempunyai peran yang setara dengan suami, dalam
feminisme ini termasuk pendekatan feminisme liberal. Kedua, ketika

istri bercerai dia harus fight dan tidak perlu meminta hak nafkah pada
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pengadilan, ini termasuk pendekatan feminisme marxis. Ketiga, istri
harus mandiri secara ekonomi dan tidak hanya bergantung hak nafkah
pada suami. Ini termasuk pendekatan feminisme sosialis. Keempat,
adanya kasih sayang antara suami istri meskipun berbeda peran,

sehingga dalam ini merupakan pendekatan feminisme sosialis.

B. Saran

1

Hak —hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memang
sudah diatur secararinci dalam regulasi yang terkait, namun pada fakta
dan realitanya selalu ada sgja hak-hak yang tidak dapat dipenuhi. Maka
sebagal tanggung jawab pemerintah, sudah seharusnya Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melakukan
Kinerja dan layanan yang maksimal sesuai dengan vis mis yang ada
sehingga seluruh hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga terpenuhi dengan baik apapun jalur yang dipilih, baik dari jalur

litigasi, non litigasi, atau bahkan perdamaian sekalipun.

. Feminisme yang merupakan gerakan pembebasan perempuan dari

segala ketertinggalan, keterpurukan, kekerasan, dan keterasingan
sebenarnya menguntungkan perempuan dalam berbaga lini, baik
domestik maupu publik. Maka sudah seharusnya perempuan tidak

menempatkan dirinya sebagai objek kekerasan dalam rumah tangga.
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Dosen Pembimbing  ; Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag
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3. | Jumat, 23 Maret 2018 Konsultasi Pedoman Wawancarn T .
4. | Rabu, 4 April 2018 Ganti Judul [ s
5. | Jumat, 6 Apnl 2018 ACC Proposal ag )
6. | Rabu, 11 April 2018 Konsultasi Pedoman Wawancara U wnf
7. | Kamais, 19 April 2018 ACC Pedoman Wawancara nl !B
8. | Senin, 21 Mei 2018 Konsultasi Bab I, I, 111, IV D
9, [ Jumat, 25 Mei 2018 Revisi Bab 1, 11, 11 .
10 | Rabu, 30 Mei 2018 Revisi Bab IV U wf
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DAFTAR PERTANYAAN (1)

Kepada Konselor P2TP2A

1

Banyak sekali hak-hak perempuan korban KDRT di dalam UU Nomor 23
tahun 2004, apakah layanan di P2TP2A sudah sesuai dengan UU PKDRT
?

Misalnya sgja kalau ada kasus klien P2TP2A yang mangkrak dan tidak
segera P.21/P.19, apa yang dilakukan oleh pihak P2TP2A ?
Kendaahambatan apa sga yang pernah didami P2TP2A dalam
melakukan advokasi terhadap perempuan korban KDRT?

Daam menangani perempuan korban KDRT. Apakah pernah ada kasus
dimana perempuan dan anak korban kekerasan, namun justru kalah di
pengadilan/ damai dengan pelaku ?

Lanjutan nomor 4, apa yang bisa dilakukan oleh pihak P2TP2A jikaterjadi
hal tersebut ?

Tentunya perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT, terguncang
mental dan psikologisnya. Bagaimana P2TP2A mencoba memulihkan
guncangan mental dan psikologi dari korban ?

Edukasi seperti apa yang dilakukan P2TP2A dalam melakukan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan agak tidak menjadi korban
KDRT ?

Dalam penanganan korban KDRT, pendekatan seperti apa yang dilakukan
oleh konselor. Apakah harus ada peran yang sama dalam membangun
rumah tangga atau memang antara suami istri mempunya perannya
masing-masing ?

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



DAFTAR PERTANYAAN (2)

Kepada Konselor P2T P2A

Perempuan dan anak sering menjadi korban KDRT. Sedangkan di

Indonesia sudah ada regulasi yang melindungi perempuan dan anak yang menjadi
korban KDRT.bentuk-bentuk dan penyebabnya juga beragam

1

2.

3
4.

10.
11.
12.

13.

Bentuk-bentuk KDRT seperti apa yang sering di tangani P2TP2A ?, fisik,
psikis, ekonomi, penelataran

Apakah ada perbedaan “rehabilitasi” pada korban KDRT baik fisik, psikis,
ekonomi, penelantaran

. Kasus KDRT apa yang “sulit” yang ditangani P2TP2A ?

Daam teori banyak sekali hal-ha yang menyebabkan perempuan menjadi
korban KDRT, misalnya budaya patriarkhi, interpretasi gjaran agama yang
keliru, pengaruh role model. Sedangkan kalau anak yang menjadi korban
KDRT disebabkan cacat mental, kondisi ekonomi, orang tua yang belum
matang secara psikologi, unwanted child, broken home. Penyebab apa
yang sering menjadi penyebab KDRT yang sering ditangani P2TP2A ?
Hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT ada beberapa
yaitu advokasi, rehabilitas, restitusi, reparasi, kompensasi. Yang mana
yang sudah di jalankan oleh P2TP2A ?

Sedangkan dalam UU PDKRT ada beberapa hak yang diperoleh korban
KDRT. Apakah sudah terpenuhi semuanya ?

Di wawancara sebelumnya konselor menyebutkan bahwa kendala yang
didami P2TP2A adalah dari Peradi yang tidak mengirimkan utusannya
dan terbatasnya konselor. Selain 2 ha ini apakah ada yang menjadi
hambatan bagi konselor P2TP2A Kabupaten Maang daam memenunhi
hak-hak perempuan dan anak korban KDRT ?

Seperti yang diketahui bahwa P2TP2A merupakan lembaga bentuka
daerah. Tentunya anggaran danaya juga berasal dari daerah. Apakah
anggaran dana juga menjadi kendala ?

P2TP2A ini kan juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain, lembaga
mana yang sering dan aktif membantu P2TP2A dalam penanganan korban
KDRT ?

Penanganan korban KDRT itu dilakukan dimana ?

Bagaimana tahapan pemulihan mental korban KDRT ?

Apakah semua korban KDRT memerlukan dampingan dari lembaga lain
atau cukup konselor ?, kalau memerlukan dampingan dari lembaga lain
indikator seperti apa ?

Salah satu layanan P2TP2A yaitu layanan cegah kekerasan, dan sosialisasi
UU, kampanye anti kekerasan, kgjian dan pelatihan, dialog interaktif. Ini
berarti menjadi usaha dari P2TP2A untuk mengedukasi agar perempuan
dan anak agar tidak menjadi korban kekerasan. Jika layanan edukasi ini
dikaitkan dengan ruang lingkup keluarga, edukasi seperti apa yang
dilakukan oleh P2TP2A dalam membimbing perempuan. Apakah memang
harus ada kesetaraan gender dalam membangun keluarga, atau memang
ada subordinasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga ?
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Kepada Lembaga Terkait

. P2TP2A Kabupaten Maang dalam merehabilitasi perempuan dan anak
korban KDRT juga melakukan MoU dengan pihak lain, salah satunya
lembaga anda ?. pendampingan dan rehabilitasi seperti apa yang dilakukan
oleh lembaga bapak/ibu dalam menangani korban KDRT ?

. Korban KDRT yang seperti apa yang biasanya di bawa oleh P2TP2A ke
lembagaini ?

. Apa yang menjadi kendala dan problematika lembaga ini dalam
mendampingi korban KDRT ?

. KDRT menjadi sesuatu yang privat dan takut jika seorang perempuan
mel aporkan atau menceritakan kepada pihak lain. Bagaimana lembaga ini
mengedukasi agar perempuan dan anak dapat menolak KDRT ?
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Lampiran 1

Struktur Organisas P2TP2A Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor:188.45/5087/K EP/421.013/2015

Pengarah
Ketua
KetuaHarian
Sekretaris

Divisi-divisi

: Bupati Malang
: Sekda Kabupaten Malang
: Hikmah Bafagih, M.Pd

: Kepala Dinas P3A Kabupaten Maang

a. Divis Pelayanan Hukum dan Medis

Ketua

Sekretaris

Anggota

1

2.

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

: Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen

K etua Pengadilan Agama Kabupaten Maang
Kepala Kegjaksaan Negeri Kepanjen

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kanjuruhan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang
Kepala BA Hukum

Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Malang
Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Malang
Direktur WCC (Women Crisis Centre ) Malang
Ketua PERADI (Persatuan Advokat Indonesia )

Malang
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b. Divisi Pemulihan dan Medis

Ketua

Sekretaris

Anggota

1

©

: Kepala Dinas Sosial Kab. Malang
. Ketua PKK (Pembinaan Kesgahteraan

Keluarga Kabupaten Malang

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menegah ( UMKM )Kabupaten Malang
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Pasar Kabupaten Malang
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Malang

Ketua RUMPUN (Ruang Perempuan) Malang
Ketua GAPENSI (Gabungan Pengusaha
Seluruh Indonesia) Malang

Ketua REI (Real Estate Indonesia) Maang
Ketua GOW (Gabungan Organisass Wanita)
Kabupaten Malang

Ketua RPSA (Rumah Perlindungan Sosia
Anak) “Bimaksakti” Malang

Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

“Paramitra” Malang
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c. Divis Kgjian, Pendidikan, dan Pelatihan

Ketua

Sektetaris

Anggota
1

2.

Direktur LPKP (Lembaga Pengkajian
Kependudukan dan Pembangunan) Jawa
Timur
: Ketua PPGK (Pusat Penelitian Gender dan

Kependudukan) Universita Brawijaya

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
Ketua PSW(Pusat Studi Wanita Universitas
Merdeka Malang

Ketua PSW (Pusat Studi Wanita) Universitas
Islam Malang

Ketua LPM (Lembaga Pengakajian
Masyarakat) Universitas ISlam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Ketua PSG (Pusat Studi Gender) Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Ketua Cabang Fatayat NU (Nahdatul Ulama)

Kabupaten Malang

d. Divis Penguatan Jaringan dan Advokas

Ketua

Dekan Fakultas Psikologi Universitas

Islam Negeri MaulanaMalik Maang
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Sekretaris

Anggota

1

10.

11.

Ketua LKP3A (Lembaga Konsultasi
Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan
Anak) Fatayat Nahdatul Ulama Kabupaten

Malang

Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten
Malang

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malang
Kepala Seksi  Perlindungan Hak Anak pada
KP3A (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Anak) Kabupaten Malang

Ketua IGRA (lkatan Guru Raudhatul Athfal)
Malang

Ketua GOPTKI

Direktur MCW (Maang Corruption Watch)
Ketua PC (Pengurus Cabang) MUSLIMAT NU
Ketua LP3A (Lembaga Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak) Universitas
Muhammadiyah Malang

Ketua Al-Hidayah

Ketua PC AISIY AH

Ketua SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)

Kabupaten Malang
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12. Ketua SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia)
Kabupaten Malang

13. Direktur RRI (Radio Republik Indonesia)

14. Direktur Radio Kanjuruhan

15. Ketua AJ Maang (Alians  Jurnalis
Independen) Malang

16. Ketua MUI (Magedis Ulama Indonesia)
Kabupaten Malang

17. Ketua LSM “Sadar Hati” Malang

18. Ketua KOMDEK (Komite Malang Demokrasi)
Malang

19. Ketua Averoes Community Malang

20. Kepaa BK2S (Biro Konsultass Keluarga
Sakinah  Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

21. Dekan Fakultas Psikologi  Universitas
Muhammadiyah Malang

22. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri

Malang
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Momaor
Lampiran
Perihal

Tembusan :
I. Dekan

Wiksin: hity
tB- 925 /FBy. I/TL.O1/04/2018 2 April 2018
: Penclitinn

Kepada Yth.

Bupati Malang

Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
JI. KH. Agus Salim No.7 Malang

Awseilonn soddesiknion i Rehwmatullah wea Borakah

Dengan hormaot, kami mohon agar ;

MNama & MIM * Febry Azka Madia

NIM Po14210020

Fakultas ¢ Syariah

Jurisan i Al ahwal Al Syokhsiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (research) di daerah/lingkungan wewenang
Kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
Kabupaten Malang. guna menyelesaikan tugas okhirdskripsi, yang berjudul;
Pemenukan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Kckerasan Dalam
Tinjauan Hukum Nasional Perspektif Gender (Studi di P2TP2A Kabupaten
Malany) sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/lbu, kami mengucapkan terima
kasih

Waszalan ualalkum wa Ratmatullah wa Barakaiuk

2. Ketua Jurusan Al ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha,
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PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260

Email: hake vhangpedioinalanebah o fd — Webiide: fepeSawa madlanekah, go, d
MALANG-65119

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 072/ |3+5% /35.07.207/2018
Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKLMagang

Menunjuk . Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negen Maulana Malik
Ibrahim Malang Nomeor: B-925/F Sy 1/TL.01/04/2018 Tanggal: 12 April 2018
Perihal: liin Penslitian

Dengan ini Kami TIDAK KEBERATAMN dilaksanzkan ljin Penelitian clah;

Mama [ Instansi Febry Azka Nadia
Alamat JI. Gajayana 50 Malang
Thema/Judul/Survey/Rasearch . Pemsnuhan Hak - Hak Perempuan Dan Anak Korban

¥ekerasan Dalam Tinjauan Hukum Nasional Perspektif
Gender (Studi di P2TP2A Kabupaten Malang)

Daerahftermpat keglatan” ¢ di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak (F2TF24) Kab. Malang

Lamanya : 2 Bulan

Pengikut -

Dengan Ketentuan :

1 Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku

2. Sesampainya ditempal supaya melapor kepada Pejabat Setempat

3. Setelah selesal mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang

4. Surst Keterangan inl tidak perlaku apablla tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 12 April 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG
lfabiq_ﬁ{_awaspa daan Daerah

Fas
i i

Tembusan : ht Pembina (I\V/a)
Yth. Sdr. NIPTT5850101 189102 1 003
1. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulanari Tk Ibrahim Malang;
Ketua Jurusan Al ahwal Al Syakhsiyah;
. Kepala PZTP2A Kab Malang.
MhsYos,
Arsip
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PUSAT PELAYANAN TERPADU e

Ay
;" v M@gm PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TI2ZA)
L= Yeiran KABUPATEN MALANG

i Jalan Nusa Bamng Mo, 13 Mateng Telegon 085102777300

Website: www,p2tpla-malpngkab om' E-malFacebook:pnla kah malanaflyahoo.com

Malang, 04 Juni 2018

SURAT KETERANGAN
Nomor : 4539 P2TP2ANI2018

Pusat Petayanan Terpadu Pemberdavann Perempuan dan Anak (P2ZTP2ZA) Kabupaten Malang

mencrangkan hahwa

Mama Febry Arka Nadia

NIM 142 10020

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshivyvah

Fakulmns Fakultas Svanah Universitas [stam Negen Maolans Malik [brahim Malang

Adalah Mahnsiswa vang telah melakukan peneliian & Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaynan
Perempuan dan Anak (P2TP2A ) Kabupaten Malang.

Diemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakon schagamana mestimya

PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
. KABUPATEN MALANG
KETUA HARIAN
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Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Februari 1996

Alamat . J. Joyo Pranoto 599 B Merjosari Maang / Ds.
Kuwonharjo RT 23 Rw 05 Takeran Magetan

No. Telp : 082234035916

Email : febryazkanadia30412@gmail.com
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